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MOTTO 
 
 
 
              ............     
Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum, sehingga 
mereka merubah keadaan mereka sendiri...........” (Qs Ar-Ra’d : 11) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا 
Alif 
 
Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب ba B Be 
ت ta T  Te 
ث s\a s\ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h}a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha Kh Ka dan ha 
د dal D De 
ذ z|al z\ Zet (dengan titik di atas) 
ر ra R Er 
ز zai Z Zet 
س sin S Es 
ش syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
 ix 
 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ gain G Ge 
ف fa F Ef 
ق qaf Q Ki 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
م mim M Em 
ن nun N En 
و wau W We 
ه ha H Ha 
ء hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Z|ukira 
 x 
 
3. بھذی Yaz|habu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
أ...ى  Fathah dan ya Ai a dan i 
أ...و  Fathah dan wau Au a dan u 
    
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فیك Kaifa 
2. لوح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
أ...ي  
Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
أ...ي  Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
أ...و  
Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
 
 
 xi 
 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. لیق Qi>la 
3. لوقی Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah  transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Raud}ah al-at}fa>l / raud}atul at}fa>l 
2. ةحلط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 xii 
 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhuz|una 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
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8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإ دحم ام و Wa ma> Muhammdun illa> rasu>l 
 نیملاعلا بر  دمحلا Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 نیقزارلاریخ وھل الله نإو 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqin 
/ Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
 نازیملاو لیكلا اوفوأف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
 
 
Hendratno Mustaqim, NIM 142111102, “TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS 
INTERVENSI NEGARA DALAM PERLINDUNGAN UPAH BURUH 
OUTSOURCING DI DALAM UNDANG -UNDANG NOMOR 13 TAHUN 
2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN ”.  
 
Dalam pelaksanaan kegiatan hubungan tenaga kerja outsourcing sering 
kali ditemui persoalan yang sangat komplek. Upah buruh merupakan persoalan 
hubungan industrial yang terus meyisakan persoalan. Pemerintah menetapkan 
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan 
Meneteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.19 Tahun 2012 Tentang Syarat-
Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain 
adalah bagian dari upaya intervensi pemerintah untuk melindungi hak-hak buruh 
outsourcing. Rumusan masalah adalah tentang tinjauan hukum Islam atas 
intervensi negara dalam perlindungan upah buruh outsourcing. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, yaitu penelitian yang 
dilakukan dengan menggunakan sumber data, baik yang utama (primary 
resources) maupun pendukungnya (secondary resources) seluruhnya berasal dari 
karya tulis yang sudah dipublikasikan. Teknik pengumpulan data dengan metode 
dokumentasi yaitu mengumpulkan buku-buku, hasil penelitian para ahli, atau 
karya tulis lainnya yang berkaitan dengan subyek atau fokus bahasan. untuk 
selanjutnya data-data tersebut disimpulkan secara eksplisit. Teknik dan metode 
analisis penelitian ini adalah dengan menganalisa terhadap kesimpulan yang 
bersifat umum untuk diaplikasikan terhadap kasus-kasus yang bersifat khusus. 
Dalam hal ini intervensi negara dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 serta 
Permenakertrans No 19 Tahun 2012 dan Hukum Islam. 
 
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam hukum Islam negara boleh 
melakukan intervensi dalam melindungi hak-hak buruh outsourcing untuk 
terpenuhinya kebutuhan dasar buruh, bahkan dalam keadaan tertentu wajib turut 
serta dalam penetapan upah tersebut. Perlindungan buruh outsourcing yang 
termaktub dalam peraturan ini sudah sesuai dengan hukum Islam dengan 
memperhatikan beban kerja, menghargai masa kerja dan berdasarkan 
produktivitas kerja. Namun dalam perlindungan upah buruh harus mengalami 
perubahan sesuai dengan perkembangan jaman untuk menghindari eksploitasi 
buruh outsourcing. 
 
Kata kunci: Intervensi Negara, Perlindungan Upah, Buruh Outsourcing 
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ABSTRACT 
 
Hendratno Mustaqim, NIM 142111102, “THE ISLAMIC LAW REVIEW ON 
THE STATE INTERVENTION IN THE PROTECTION OF OUTSOURCING 
WORKING WAGES IN LAW NUMBER 13 OF 2003 CONCERNING 
MANPOWER” 
There are complex problems in the implementation of outsourcing work 
relationship activities. The wages of  labor is a matter of industrial relations that continues 
to leave the problems. The government established Law No. 13 of 2003 concerning 
Manpower and the regulations of Ministry of Manpower and Transmigration No.19 of 
2012 concerning Terms for the Submission of Partial Work Implementation to Other 
Companies is part of the government's intervention effort to protect the rights of 
outsourcing workers. The problem formulation of this research was the Islamic law 
review on the state intervention in the protection of outsourcing workers’ wages. 
This research is a library research, nit means that this research conducted using 
data sources, both the primary (primary resources) and its supporters (secondary 
resources) entirely derived from published papers. Technique of collecting the data was 
documentation. The researcher was collecting books as results of the expert researchers, 
or other papers relating to the subject or focus of the discussion, then the data was 
concluded explicitly. In analyzing the data, the researcher used analysis from general 
conclusions to be applied to specific cases. For this case is about the state intervention 
and Law No. 13 of 2003 and the regulations of Ministry of Manpower and 
Transmigration No. 19 of 2012 and Islamic Law. 
The results of this study showed that in Islamic law the state may intervene in 
protecting the rights of outsourcing workers to ful fill the basic needs of workers, even in 
certain circumstances they are obliged to participate in setting the wages. The protection 
of outsourcing workers that stipulated in this regulation is appropriate with Islamic law 
with regard to the workload, respecting the length of service based on work productivity. 
However, the protection of workers' wages must change according to the times to avoid 
the exploitation of outsourcing workers. 
Keywords: State Intervention, Wage Protection, Labor Outsourcing 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Dunia bisnis sekarang ini dituntut untuk menciptakan kinerja karyawan 
yang mampu mengembangkan perusahaan. Keberadaan sumber daya manusia 
mempunyai peranan yang penting untuk tercapainya tujuan dari perusahaan 
tersebut. Perusahaan menggunakan sistem kerja borongan untuk 
mengimbangi pesanan konsumen dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah 
yang banyak. Pemerintah Indonesia memberlakukan sistem outsourcing 
untuk mempermudah pengusaha menjalankan usaha di tengah krisis ekonomi 
dan mengurangi jumlah pengangguran untuk perbaikan investasi di dalam 
negeri.1 
Menurut Sunarno Edy Wibowo penggunaan tenaga kerja outsourcing 
menguntungkan perusahaan, karena tidak perlu repot-repot menyediakan 
fasilitas maupun tunjangan makan, serta asuransi/BPJS kesehatan. Sistem ini 
merugikan karyawan outsourcing, karena tidak adanya jenjang karier bagi 
pekerja dan terkadang gaji pekerja dipotong oleh perusahaan induk dengan 
presentase mencapai 30 persen sebagai jasa perusahaan outsourcing.2 
Buruh outsourcing merupakan pihak yang paling dirugikan dalam suatu 
perjanjian kerja, karena sering terjadi pemutusan hubungan kerja oleh
                                                          
1
 Khairani “Analisis Permasalahan Outsourcing (Alih Daya) Dari Perspektif Hukum Dan 
Penerapannya, “ Kanun Jurnal Hukum, Nomor.56, 2012, hlm. 58. 
2 Sunarno Edy Wibowo, “lemah-kekuatan-hukum-pekerja-outsourcing”, Bisnis 
Surabaya.Com (Surabaya) Rabu, 9 Mei 2018, di akses 17 Oktober 2018 
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perusahaan, maka buruh outsourcing tidak mendapatkan hak-hak 
normatif sebagaimana layaknya tenaga kerja atau buruh biasa. Ketua 
konfederasi serikat pekerja Indonesia, Said Iqbal mengatakan bahwa beberapa 
perusahaan domestik dengan nilai kapital kecil bahkan menggunakan modus-
modus tertentu untuk tidak memenuhi kewajibannya membayarkan tunjangan 
hari raya kepada pegawai. “Pertama, para karyawan kontrak baik karyawan 
kontrak oleh perusahaan atau outsourcing, satu bulan sebelum lebaran 
biasanya akan di PHK baik karena kontrak habis, atau untuk pekerja 
outsourcing dikembalikan ke perusahaan agen penyalurnya.3 
Hubungan anatara karyawan outsourcing dengan  perusahaan  
pengguna jasa pekerja timbul akibat adanya perjanjian antara perusahaan 
pengguna jasa pekerja dengan perusahaan outsourcing tempat karyawan 
tercatat sebagai karyawan. Secara legal tidak ada hubungan kerja antara 
karyawan outsourcing yang ditempatkan dengan perusahaan pengguna jasa 
kerja.4 
Pemerintah memperbaharui regulasi tentang syarat-syarat penyerahan 
sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Yang sebelumnya 
diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 
KEP.220/MEN/X/2004 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian 
                                                          
3
.Mutia Fauzia,"Pemberian THR oleh Perusahaan Outsourcing, Sudahkah Sesuai” 
Kompas.com. Lebih lengkap lihat di https://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/04/070000126/ 
pemberian-thr-oleh-perusahaan-outsourcing-sudahkah-sesuai-aturan-. Diakses pada hari Rabu 
tanggal 25 Juli 2018.  
4
 Lis Julianti, “Perlindungan Hukum Terhdap Tenaga Kerja Outsourcing”, Jurnal Advokasi, 
Vol. 5 Nomor 1, 2015, hlm. 24 
3 
 
 
 
pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, disempurnakan dalam 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012. 
Dalam perubahan Peraturan Menteri tersebut, terdapat pemenuhan hak-hak 
buruh yang harus dipenuhi oleh perusahaan penyedia jasa.  
Pemenuhan hak-hak buruh tersebut tentunya berlatar belakang dengan 
makin pesatnya perkembangan teknologi dan sosial ekonomi yang 
berimplikasi kepada meningkatnya kebutuhan manusia. Pada dasarnya, 
keberadaan upah minimum adalah salah satu bentuk “campur tangan” dari 
pemerintah untuk mewujudkan kehidupan yang baik bagi buruh outsourcing. 
Tujuan dari peraturan menteri tersebut untuk dijadikan pedoman dan 
dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi atau 
kota/kabupaten. 
Persoalan upah buruh menjadi perhatian yang serius dalam Islam. 
Penetapan upah secara adil dalam Islam disinggung dalam Al-Qur’an surat 
An-Naml ayat 90 yang berbunyi : 
                          
                 
 
Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.5 
 
                                                          
5 Departemen  Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Alwaah, 1993), 
hlm. 415 
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Pada ayat di atas menyiratkan untuk berlaku adil terhadap manusia. 
Dalam dunia kerja, terdapat relasi antara buruh dan pengusaha yang terjadi 
untuk pembayaran upah yang tidak merugikan buruh. 
Dari urian latar belakang di atas, menulis tertarik untuk mengangkat 
judul penelitian, yaitu TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS INTERVENSI 
NEGARA DALAM PERLINDUNGAN UPAH BURUH OUTSOURCING  
DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG 
KETENAGAKERJAAN. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang terdapat di dalam latar belakang, maka penulis 
mengambil perumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap intervensi negara dalam 
perlindungan upah buruh outsourcing ? 
2. Bagaimana ketentuan upah buruh outsourcing yang diterapkan di 
Indonesia berdasar Undang-Undang dan Permenakertrans yang sesuai 
dengan tinjauan hukum Islam? 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :  
1. Tinjauan hukum Islam terhadap intervensi negara dalam perlindungan 
upah buruh outsourcing. 
2. Tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan upah buruh outsourcing yang 
diterapkan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang dan 
Permenakertrans yang di tinjau dengan hukum Islam. 
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D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai pegembangan 
khasanah keilmuan yang berkaitan dengan upah buruh outsourcing. 
2. Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai bagian dari  rujukan 
akademik dalam keilmuan mu’amalah. 
E. Kerangka Teori 
Di saat ekonomi masih sulit dan persaingan antar produk dalam negeri 
dan luar negeri semakin kompetitif.  perjanjian kerja outsourcing tidak dapat 
dihindari dan menjadi pilihan terakhir, meskipun pekerjaan outsourcing 
merugikan buruh. selain tuntutan dunia kerja, adanya jumlah pencari kerja 
yang banyak dengan kualitas SDM yang masih minim maka semakin 
meningkatkan jumlah outsourcing. Adanya over supply tenaga kerja, 
perusahaan tidak lagi khawatir jika memberhentikan pekerja. Oleh karena 
itu, tidak ada pilihan lain bagi pekerja outsourcing, yang penting adalah 
dapat bekerja. Persepsi seperti ini banyak dijumpai di dalam masyarakat, 
baik pekerja  di sektor industri besar maupun industri kecil menegah.6 
Hubungan industrial dan hubungan kerja adalah suatu yang tidak dapat 
dipisahkan ketika berbicara masalah campur tangan negara dalam 
menentukan upah kerja. Sehingga diharapkan asas-asas mu’amalat dalam 
                                                          
6
. Triyono, “Outsourcing Dalam  Perspektif  Pekerja dan Pengusaha, “ jurnal 
kependudukan, Vol. 6, Nomor. 1, 2011 hlm. 50. 
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Islam yang diantaranya berupa keadilan, kelayakan dan kebijakan dapat 
terpenuhi.7 
Kehadiran pemerintah dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu yang 
urgen bagi proses kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu kelompok 
maupun sebagai individu. Kehadiran pemerintah yang lebih awal adalah 
untuk mengatur dan melindungi masyarakat agar senantiasa dalam keadaan 
aman dan tertib.8 
 Dalam Islam “upah” yang dalam bahasa Arabnya disebut  ( لع ج)  ju’lu 
yang berarti gaji.9 Ulama fiqh membahas masalah upah  atau pengupahan 
dalam istilah perjanjian sewa-menyewa yang dikenal dengan (هار اجا ) ijarah 
yang didalamnya memuat pengertian yaitu suatu jasa yang diberikan sebagi 
imbalan manfaat upah. Upah merupakan hak dari orang yang telah bekerja 
ajir (  رجأ ) dan kewajiban bagi orang yang memperkerjakan musta’jir. 
Tenaga kerja tidak dapat disamakan dengan barang dan modal, sebab ia 
adalah manusia. Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan secara 
menyeluruh. Tingkat upah yang adil ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor 
obyektif dan faktor subyektif. Dalam situasi pasar yang bersaing sempurna 
tingkat upah yang adil (ujrah al mitsl) terjadi pada tingkat market wage 
                                                          
7 Ahmad Azhar Basyir, “Refleksi Atas Persoalan Keislaman (Seputar Filsafat, Hukum, 
Politik Dan Ekonomi), cet 4, (Bandung : Mizan, 1996), hlm. 190. 
8 Arie Fitri Mulya Lestari, “Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Menagani Masalah 
Yang Timbulkan Oleh Outsourcing, “Kebijakan Dan Manajemen Publik Vol. I, Nomor 1, 2013, 
hlm 103. 
9 Ahmad Warson Munawir, Kamus Al-Munawir; Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Proyek 
Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Po-Pes Al-Munawir Krapyak, Cet. XI, 1984), hlm. 211 
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(tas’ir fi’l a’mal). Inilah yang disebut faktor obyektif. Tetapi ajaran Islam 
yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan akan mendorong para 
musta’jir untuk mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam 
penentuan upah. Inilah yang disebut faktor subyektif. Nilai kemanusiaan 
yang harus dijunjung tinggi meliputi nilai kebersamaan dan tolong 
menolong, kasih sayang, dan keinginan untuk menciptakan harmoni sosial. 
Dalam Islam pengupahan didasarkan pada prinsip keadilan 
sebagaimana firman Allah SWT  dalam surat Yassin ayat 54 : 
                         
Artinya : Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan 
kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu 
kerjakan.10 
 
Selain ayat di atas, prinsip keadilan juga terdapat dalam surat Al-A’raf 
ayat 29 yang berbunyi. 
         ............     
Artinya : Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan.....". 11 
 
Ayat di atas mengisyaratkan segala sesuatu tergantung pada perbuatan 
seseorang. Baik buruk perbuatan akan mendapatkan balasan secara adil dan 
                                                          
10
  Dept. Agama RI, “Al-Qur’an...., hlm. 712 
11 Ibid,  hlm. 225 
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setimpal. Penganiayaan adalah memberi kurang dari hak yang semestinya 
diberikan.12 
Asas prinsip dasar persamaan dan kesetaraan di dalam hukum Islam 
memberikan landasan bahwa kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian 
mempunyai kedudukan yang sama antara satu dan lainnya. Pada saat 
menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas 
persamaan atau kesetaraan.  
Dasar hukum ini terdapat dalam Surat an-Najm ayat: 39 
               
Artinya: dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa 
yang telah diusahakannya.13 
 
Ayat di atas menjelaskan bahwa suatu pekerjaan seseorang akan 
mendapat imbalan menurut berat pekerjaannya dan adanya pembagian 
terhadap orang lain sesuai dengan kontribusinya masing-masing. 
Tujuan disyari’atkannya ijarah kepada manusia adalah agar dapat saling 
memenuhi akan kebutuhannya secara baik dan benar menurut aturan yang 
berlaku sebagai sarana untuk mendapatkan harta. 
F. TINJAUAN PUSTAKA 
Setelah penulis mencoba menelusuri beberapa literatur, baik buku, 
jurnal ataupun karya skripsi, di temukan beberapa penelitian yang membahas 
                                                          
 
12
 M.Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah; pesan, kesan dan keserasian al-Qur’an, Vol 11 
(Jakarta: Lentera Hati. 2003)  hlm. 558 
13
 Dept. Agama RI, “Al-Qur’an...., hlm. 874 
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tentang peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi tentang outsourcing 
dan pengupahan. Penulis juga melakukan review terhadap hasil-hasil karya 
ilmiah tersebut yang akan berguna untuk memperjelas posisi penulis dalam 
penelitian ini dan memperjelas pembedaan obyek penelitian yang sedang 
penulis kaji dan teliti. 
Buku hasil riset lapangan oleh Indrasari Tjandraningsih, Rina Herawati 
dan Suhadmadi14 dalam bukunya diskriminatif dan eksploitatif (praktek buruh 
kerja kontrak dan outsourcing buruh di sektor industri metal di Indonesia). 
Dalam buku tersebut memaparkan hasil survei terhadap 600 responden buruh 
yang terdapat di 3 Provinsi di 7 Kabupaten/Kota yaitu Provinsi Kepulauan 
Riau di Kota Batam, Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bekasi dan Karawang 
serta Provinsi Jawa Timur di Kota Surabaya, Kabupatan Sidoarjo, Kabupaten 
Mojokerto dan Kabupataen Pasuruan. Hasil penelitian tersebut 
memperlihatkann bahwa upah pokok buruh outsourcing 17% lebih rendah 
dari buruh tetap dan rata-rata upah total buruh outsourcing 26% lebih rendah 
dari upah buruh tetap.  
Hasil lain adalah Jurnal kependudukan Indonesia karya Triyono yang 
berjudul “outsourcing dalam perspektif pekerja dan pengusaha”.Dalam jurnal 
tersebut memaparkan pentingnya pengawasan penmerintah, untuk 
menghindari eksploitasi buruh. 
Jurnal yang lain adalah Jurnal Advokasi dari Lis Julianti yang berjudul 
“perlindungan hukum terhadap tenaga kerja outsourcing di Indonesia”. Jurnal 
                                                          
14 Indrasari ,Tjandraningsih, dkk. “Diskriminatif dan Eksploitatif (Praktek Kerja Kontrak 
dan Outsourcing Buruh di Sektor Industri Metal di Indonesia)”,  AKATIGA-FSPMI-FES 2010 
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ini hanya mengkaji tentang peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi 
dengan membandingkan putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-
IX/2011.15 
Skripsi Astri Nur Khasanah yang diajukan  kepada Institut Agama 
Islam Negeri Iain Surakarta, yang berjudul Sistem Pengupahan karyawan 
CV.Garuda Mulia Perkasa dalam perpektif Ijarah, dalam skripsi ini 
menjelaskan bahwa sistem pengupahan bagi karyawan sudah sesuai dengan 
rukun dan syarat akad ijarah.16 
Skripsi atas nama Didi Aditia Permana, Mahasiswa UIN Sunan 
Kalijaga, yang berjudul “Perjanjian outsourcing dalam Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menurut hukum Islam”. 
dalam skripsi ini membahas masalah perjanjian di dalam Undang-Undang 
Ketenagakerjaan menurut hukum Islam. 
Dari skripsi diambil kesimpulan bahwa tidak adanya penyimpangan 
Undang-Undang tersebut. hal ini dikarenakan semua perjanjian kerja, upah, 
maupun perjanjian-perjanjian lain dapat dikatakan tidak bermasalah jika 
segala perjanjian tersebut dijelaskan diawal masa perjanjian dan tidak adanya 
unsur penipuan di dalamnya.17 
                                                          
15  Lis Julianti, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing di Indonesia”.  
Jurnal Advokasi, Vol 5 Nomor 1,  2015 
16
 Astri Nur Khasanah,” Sistem Pengupahan karyawan CV.Garuda Mulia Perkasa dalam 
perpektif Ijarah”. Skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Iain Surakarta, 2018 
17. Didi Aditia Permana, Perjanjian kerja outsourcing dalam undang-undang No.13 tahun 
2003 tentang ketenagakerjaan menurut hukum Islam, Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2009. 
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Skripsi Syarif Hidayatullah yang diajukan kepada Fakultas Syariah 
Institut Agama Islam Negeri Surakarta dengan judul “Sistem kerja kontrak 
outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Perspektif Ijarah 
Dan Wakalah”. Bahwa dalam tulisannya meneyebutkan dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 64, 65 dan 66 masih kurang jelas dan 
masih multi tafsir terkait pasal tersebut yang malah mendiskriminasi tenaga 
kerja serta dalam Undang-Undang outsourcing masih megesampingkan hak 
dan kewajiban dalam bermuamalah, karena tidak menekankan terpenuhinya 
rukun, syarat sah dan asas-asas dalam bermuamalah.18 
Adapun fokus penelitian skripsi ini yang berjudul Tinjauan Hukum 
Islam  Atas Intervensi Negara Dalam Perlindungan Upah Buruh Outsourcing 
Di Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan 
terletak pada peranan negara dalam penentuan sistem pengupahan buruh 
outsourcing untuk memenuhi upah minimum. 
G. Metode Penelitian 
Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah dan rasional diperlukan suatu 
metode yang sesuai dengan obyek yang dikaji. Karena metode berfungsi 
sebagai cara bagaimana mengajarkan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang 
maksimal. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
 
 
                                                          
18 Syarif Hidayatullah “Sistem Kerja Kontrak Outsourcing Dalam Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 Perspektif Ijarah Dan Wakalah, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah 
Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018 
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1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), 
yaitu suatu penelitian yang sumber datanya di peroleh melalui buku-buku 
yang relevan dengan persoalan yang akan diteliti.19 Menurut Muh. Natsir 
dikatakan bahwa penelitian kepustakaan dilakukan karena sumber 
datanya, baik yang utama (primary resources) maupun pendukungnya 
(secondary resources) seluruhnya berasal dari karya ilmiah yang telah 
dipublikasikan.20 
2. Sumber Data 
Data merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, karena 
dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang 
berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Sebagaimana menurut 
Soejono Sukanto dalam bukunya “Pengantar Penelitian Hukum” yang 
mengutip pendapat Gregory Churchill, bahwa sumber data apabila di 
lihat dari kekuatan mengikatnya : 21 
a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti ayat-
ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan upah, pasal-pasal yang 
berkaitan dengan pengupahan dan peraturan Undang-Undang yang 
lain yang berkaiatan dengan masalah yang diteliti. Contohnya Surat 
Al-Qassas ayat 27, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
                                                          
19
Abuddin Nata, “Metodologi Studi Islam,   (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001). 
20 Muh. Natsir, “Metodologi Penelitian,  (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 58 
21
 Soerjarno Soekanto,  “Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI- Press, 2012), hlm 51-
52 
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ketenagakerjaan pasal 64,65,66 dan Permenakertrans Nomor 19 
Tahun 2012 pasal 29. 
b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan 
penjelasan mengenai hukum primer seperti buku-buku yang releven 
dengan permasalahan, pendapat ahli, laporan hasil penelitian, serta 
peraturan perundang-undangan yang lain. Contohnya buku 
Afzalurrahman yang berjudul Doktrin Ekonomi Jilid II, lis Julianti 
yang berjudul Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Outsourcing di 
Indonesia dalam Jurnal Advokasi Vol 5 No 1, 2015 
c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya 
adalah kamus, ensklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu mengumpulkan 
buku-buku, hasil penelitian para ahli, atau karya tulis lainnya yang sesuai 
dengan fokus bahasan yang akan di teliti. setelah data terkumpul, 
kemudian data tersebut di identifikasi dengan cara membaca, memahami, 
mempelajari untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif. 
4. Teknik Analisis Data 
Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya data diolah dan di 
seleksi, kemudian di analisa dengan menggunakan metode dan analisa 
sebagai berikut :  
14 
 
 
 
Deduktif yaitu menganalisa terhadap kesimpulan yang bersifat 
umum untuk diaplikasikan terhadap kasus-kasus yang bersifat khusus. 
Dalam hal ini komponen-komponen yang tercantum dalam 
Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012. 
 
H. Sistematika Pembahasan 
Untuk memberi gambaran secara umum tentang isi pembahasan yang 
disajikan dalam skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika 
pembahasannya. Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab 
terdiri dari beberapa sub bahasan yang saling keterkaitan, yaitu 
Bab pertama, pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan berbagai persoalan 
mendasar yang akan menentukan isi seluruhnya, yang mencakup latar 
belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, 
kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. 
Bab kedua. Akan membahas tentang tinjauan umum tentang 
pengupahan dalam Islam. Dalam bab kedua ini terdiri dari beberapa sub bab. 
Sub bab pertama membahas tentang definisi upah dan dasar hukumnya dalam 
Islam. Sub bab kedua mengulas bentuk dan syarat-sayarat upah. sub ketiga 
membahas prinsip dalam pengupahan. Sub ke empat akan membahas tentang 
tingkatan pemeberian upah, sub. Ke lima intervesi pemerintah dalam 
penetapan upah. Sub ke enam tentang sistem outsourcing 
Bab ketiga, akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 dan Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 sebagai standar  syarat 
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penyerahan suatu pekerjaan kepada perushaan lain. Pembahasan ini di 
lakukan untuk mengetahui dasar dan tujuan di keluarkannya Permenakertrans 
tersebut, standar pelaksanaan hukum dalam melaksanakan Permenakertrans 
tersebut. 
Bab keempat, akan membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap 
perlindungan upah buruh outsourcing dan analisis terhadap Permenakertrans 
Nomor 19 Tahun 2012 untuk terpenuhinya upah yang layak bagi buruh 
outsourcing. 
Bab kelima, bab ini adalah penutup yang mengutarakan dari seluruh 
hasil penelitian yang berbentuk kesimpulan dan saran. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI UPAH 
A. Pandangan Umum Tentang Upah 
 
1. Definisi Upah dan Dasar Hukumnya 
Upah dalam arti yuridis merupakan balas jasa yang merupakan 
pengeluaran-pengeluaran pihak pengusaha, yang diberikan kepada 
buruhnya atas penyerahan jasa-jasanya dalam waktu tertentu kepada pihak 
pengusaha.1Upah menurut Afzalur  Rahman adalah harga yang dibayarkan 
kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor 
produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya. 2  Dalam 
Islam upah ditetapkan atas dasar negosiasi antara pekerja, majikan atau  
pengusaha. 
Sedangkan menurut undang-undang pasal 1 angka 30 Undang-
undang No. 13 Tahun 2003 yang dimaksud upah adalah hak pekerja/buruh 
yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari 
pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan 
dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan-
peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh
                                                          
1
G. Kartasapoetra, dkk. “Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila, 
(Jakarta: Bina Aksara, 1985),  hlm.93. 
2 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, 
ed. Sonhaji dan Hudiyanto (Yogyakarta : Dhana Bhakti Wakaf, 1995). hlm. 361. 
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 dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau 
akan dilakukan.3 
Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat diartikan bahwa upah 
merupakan nama bagi sesuatu yang baik berupa uang atau bentuk lain 
yang lazim digunkan sebagai imabalan, yang dikeluarkan oleh majikan 
untuk diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya. 
Sumber hukum tentang upah didasarkan dalam Al-Qur’an surat 
Hud ayat 15 yang berbunyi : 
 
                  
    
Artinya:Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan 
perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka Balasan pekerjaan 
mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan 
dirugikan.4 
 
Sesungguhnya usaha yang dilakukan dimuka bumi ini ada buahnya, 
baik untuk tujuan yang tinggi (akhirat) maupun untuk mendapatkan 
kemanfaatan yang dekat dan terbatas (dunia). Upah dalam pandangan al-
Qur’an adalah hak yang harus diterima buruh, oleh sebab itu setiap usaha 
atau pekerjaan pasti akan mendapat imbalannya.  
 
                                                          
3Asri Wijayanti, “Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, ( Jakarta: Sinar Grafika. 
2017).  hlm.107. 
4 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang : CV. Al-Waah, 1993), 
hlm. 329. 
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Seperti firman Allah SWT dalam surat Ali-Imran ayat 195 
 
                    
                 
                
            
  
Artinya : Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan 
berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang 
yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) 
sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-
orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang 
disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan 
Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan 
mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, 
sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.".5 
 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upah merupakan hak 
bagi pekerja atau buruh sekaligus merupakan kewajiban bagi orang yang 
memperkerjakan atau majikan. upah mutlak diberikan ketika pekerjaan 
telah selesai dikerjakan. 
 
 
 
2. Bentuk Dan Syarat-Syarat Upah 
                                                          
5
Departemen Agama RI, Al-Qur’an ........., hlm. 110 
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a) Bentuk-Bentuk Upah 
Upah dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu upah dalam 
bentuk uang dan upah dalam bentuk barang. Dalam konsep Islam, 
untuk mewujudkan keadilan dalam sistem pengupahan dibedakan 
menjadi dua, yaitu : 
1) Upah sepadan (al-mitsli) yaitu upah yang sepadan dengan kondisi 
pekerjaannya, baik sepadan dengan jasa kerja maupun sepadan 
dengan pekerjaannya saja. Dalam upah sepadan ditentukan oleh 
jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah 
pihak.6 
2) Upah (al-musamma) yaitu upah yang telah disebutkan dalam 
perjanjian  dan dipersyaratkan ketika disebutkan harus disertai 
dengan adanya kerelaan kedua belah pihak dengan upah yang telah 
ditetapkan tersebut, tidak ada unsur paksaan. Apabila upah tersebut 
pada saat melakukan transaksi maka upah tersebut pada saat itu 
merupakan upah yang disebutkan 7 
b) Syarat-Syarat Upah  
Adapun syarat-syarat  yang berkaitan dengan upah yaitu: 
1) Upah harus berupa mal mutaqawwim dan upah tersebut harus 
dinyatakan dengan secara jelas.  
                                                          
6
Khairani “Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing di Tinjau dari Konsep Hubungan 
Kerja Antara  Pekerja Dengan Pemeberi Kerja, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2016). hlm. 57. 
7
Ibid. 
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2) Upah harus berbeda dengan jenis objeknya.8 
3) Upah haruslah yang telah disebutkan (ajrul musamma) di mana 
upah harus disebutkan di awal transaksi. 
4) Upah yang sepadan (ajrul mitsli) pemberian upah sepadan dengan 
kerjanya yang distandarkan dengan kebiasaan pada suatu tempat 
atau daerah. .9 
3. Prinsip Dalam Pengupahan 
Menurut Afzalur Rahman bahwa upah ditentukan melalui negosiasi 
diantara pekerja (buruh), majikan (pengusaha) dan negara. Kepentingan 
pengusaha dan pekerja akan diperhitungkan adil sampai pada keputusan 
tentang upah. Tugas negara adalah memastikan bahwa upah ditetapkan 
dengan tidak terlalu rendah sehingga menafikkan kebutuhan hidup para 
pekerja atau buruh, tetapi juga tidak terlalu tinggisehingga menafikkan 
bagian pengusaha.10 
Karakteristik ajaran Islam dalam bidang sosial ditunjukkan 
untuk menjunjung tinggi nilai tolong-menolong, nasehat-menasehati 
tentang hak, kesetiakawanan egaliter (kesamaan derajat) tenggang rasa 
dan kebersamaan. Kualitas dan ketinggian derajat seseorang ditentukan 
                                                          
8Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual ..., hlm. 186-187. 
9Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis ..., hlm. 230. 
10
Afzalurrahman,Muhammad sebagai pedagang, alih bahasa Dewi Nurjulianti er.al. Jakarta: 
Yayasan Swara Bumi, hlm.297 
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oleh ketakwaan-nya yang ditunjukkan oleh potensi kerjanya yang 
bermanfaat bagi manusia.11 
Islam menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah 
upah dan menyelamatkan kepentingan dua belah pihak, yakni buruh 
dan pengusaha (majikan). Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus 
dipenuhi berkaitan dengan persoalan prinsip pengupahan, yakni prinsip 
keadilan, dan kelayakan. 
1) Prinsip Keadilan 
Islam menghargai nilai keadilan dan mengecam kezaliman yang 
menciptakan kecurangan. Nilai keadilan akan menciptakan ketentraman 
dan kesejahteraan. Pentingnya untuk berlaku adil bagi setiap orang dalam 
melakukan kerjasama dalam bisnis itu mampu membawa keselamatan 
dunia dan akhirat. 
Adil mempunyai beberapa makna, diantaranya sebagai beikut12: 
a) Adil bermakna jelas dan transparan  
Adil bermakna transparan yaitu prinsip utama keadilan terletak 
pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad 
dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dan 
pengusaha, artinya sebelum pekerja dipekerjakan, harus dijelaskan 
dahulu mengenai jenis pekerjaan, jangka waktu, serta besarnya upah 
                                                          
11
Aswadi,”Islam Sebagai Hasil Hubungan Sosial” Jurnal Sosiologi Islam, Vol 2, Nomor 1 
2012, hlm. 122 
12
Ahmad Ifham Sholihin,”Buku Pintar Ekonomi Syariah, Cetakan Pertama, Jakarta: PT 
Gramedia Pustaka Utama, 2010 hlm. 871-874 
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yang akan diterima oleh pekerja.Alah SWT berfirman dalam surat al-
Ma’idah ayat 1 yang berbunyi: 
  
                      
                   
 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 
kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika 
kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-
hukum menurut yang dikehendaki-Nya.13 
 
Islam menegakkan pedoman dan patokan dalam kehidupan 
manusia. Menegakkannya dan memberinya koridor dengan cermat dan 
jelas, dan menghubungkan semuanya dengan Allah yang maha suci. 
Kemudian menjamin kehormatan yang pasti bagi kehidupan itu, sehingga 
tidak dilecehkandan tidak dipermainkan. Urusannya bukan untuk hawa 
nafsu dan syahwat yang silih bertukar dan berganti. Bukan pula untuk 
kepentingan-kepentingan individual yang bersifat sementara, atau 
kepentingan suatu kelompok atau sebuah generasi, yang lantas  mereka 
rusak pedoman dan koridor terebut.14 
 
b) Adil bermakna proporsional 
                                                          
13
Departemen Agama RI, Al-Qur’an ........., hlm.156 
14
SayyidQutbh Penerjemah As’ad Yasin “ Tafsir fi zhilail Qur’an jilid 3, (Jakarta, Gema 
Insani Press), 2002, hlm.163. 
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Upah diukur dengan jerih payah atau kesulitan15. Makin sulit mencapai 
sesuatu, maka makin tinggi pula nilai yang didapat. 
Surat an-Najm ayat 39 
        
 
Artinya : Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain 
apa yang telah diusahakannya.16 
 
 Seorang tidak akan memperoleh tambahan sedikit pun dari hasil 
usaha orang lain dan tidak dikurangi sedikit pun karena diberikan 
kepada orang lain. Kehidupan didunia ini merupakan kesempatan yang 
diberikan kepada manusia supaya berusaha dan beramal.17 
Surat Yassin ayat 54 
              
Artinya :Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan 
sedikitpun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah 
kamu kerjakan.18 
Seseorang menerima apa yang mereka kerjakan. Penganiayaan adalah 
menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, atau memberi kurang dari hak 
                                                          
15
Ahmad Ifham Sholihin,”Buku Pintar Ekonomi .............hlm. 874 
16
Departemen Agama RI, Al-Qur’an ..............hlm. 874 
17
SayyidQutbh  Penerjemah As’ad Yasin “ Tafsir fi Zhilail Qur’an......... hlm. 83 
18
Departemen Agama RI, Al-Qur’an ..............hlm. 712 
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yang semestinya diberikan. Sedang di sini yang bersangkutan diberikan 
persis sesuai dengan hak dan apa yang dilakukannya.19 
Ayat-ayat diatas menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas 
menurut berat kerjaannya dan adanya pembagian hak orang lain sesuai 
dengan kontribusinya masing-masing. Upah adalah hak bukan pemberian 
sebagai hadiah.20 Sebab keadilan bermakna pula perhatian terhadap individu 
dan menberikan hak tersebut kepada pemiliknya. 
2) Prinsip Kelayakan 
Kelayakan menuntut agar upah kerja cukup memenuhi kebutuhan 
hidup minimum secara layak, maka negara perlu mempertimbangkan 
perubahan kebutuhan kerja dari pekerja golongan bawah dan dalam 
keadaan apapun tingkat upah tersebut tidak akan jatuh. 
a. Layak bermakna cukup pangan, sandang dan papan 
Agar upah memenuhi unsur kelayakan, maka setidaknya ada beberapa 
hal yang harus dipenuhi:21 
1) Kebutuhan dasar, meliputi: sandang, pangan, papan, air, udara, dan 
bahan bakar. 
                                                          
19
M. Quraish Shihab, “Tafsir Al- Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an”, 
(Jakarta: lentera Hati, 2002), hlm. 558. 
20
Eggy Sudjana, “Bayarlah Upah Sebelum Kering Keringatnya, (Jakarta: PPMI, 2000), 
hlm.34. 
21
Mia kusdian Handayani, dkk, “Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Tentang 
Ketenagakerjaan Pelaksanaan Upah Karyawan Outsourcing Bank Syariah Mandiri Kantor  Cabang 
Cimahi, Keuangan dan Perbankan Syariah, Gelombang 1 Tahun Akademik 2015-2016. Vol. 2 
Nomor. 1, 2016,  hlm 200 
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2) Kebutuhan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan 
meningkatkan kapasitas atau produktifitas meliputi: pendidikan, 
pelayanan kesehatan, sarana komunikasi, transportasi, kelembagaan 
sosial, dan kebebasan pendapat. Kebutuhan untuk meningkatkan 
akses terhadap cara berproduksi dan peluang ekonomi, meliputi 
tanah, air, modal, peluang kerja dan berpenghasilan layak. 
3) Kebutuhan untuk hidup dengan rasa aman dari kebebasan membuat 
keputusan meliputi penghargaan atas HAM, partisipasi dalam 
politik, keamanan sosial, dan pertahanan sosial.22 
b. Layak bermakna sesuai dengan pasaran 
Layak bermakna sesuai dengan pasaran yaitu janganlah 
seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak 
yang seharusnya diperoleh. Dalam pengertian  yang lebih jauh, 
hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah memperkerjakan 
seseorang jauh dibawah upah yang biasa diberikan.23 
3) Prinsip Kebajikan 
Untuk mempertahankan upah pada suatu yang wajar, Islam 
memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja sesuai 
dengan perjanjian yang disepakati (akad). Mereka bebas bergerak untuk 
mencari penghidupan di bagian mana saja di dalam negaranya. Tidak ada 
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pembatasan sama sekali terhadap perpindahan mereka dari satu daerah ke 
daerah lainnya di negara tersebut guna mencari upah yang lebih tinggi.24 
B. Tingkatan Pemberian Upah Dalam Islam 
Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam Islam ditetapkan 
kesepakatan antara pekerja dan majikan dengan menjaga kepentingan 
keduanya. Mengingat buruh atau pekerja berada dalam posisi yang lemah, 
maka Islam menghendaki adanya campur tangan negara dalam 
menentukan tingkatan upah. Negara dapat campur tangan dalam 
penentuan  upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan 
kebutuhan pekerjagolongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat 
upah ini tidak jatuh. Tingkat upah ini sewaktu-waktu harus ditinjau 
kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat 
harga dan biaya hidup.25 
1) Tingkat upah minimum 
Pekerja dalam hubungannya dengan majikan berada dalam 
posisi yang sangat lemah. Oleh karena itu untuk melindungi 
kepentingannya dari pelanggaran hak perlu ditentukan upah minimum 
yang dapat mencakup kebutuhan pokoknya termasuk pembagian 
kebutuhan pokok yang berupa pakaian, makanan, tempat tinggal, 
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pendidikan serta pengobatan sehingga pekerja dapat hidup layak 
dalam masyarakat.26 
Kebutuhan minimal untuk hidup yang layak selaras dengan 
firman Allah SWT dalam surat Tha’ha ayat 118-119 : 
                 
  
Artinya: Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya 
dan tidak akan telanjang, dan Sesungguhnya kamu tidak akan 
merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di 
dalamnya".27 
 
Kata “tadzamu” yang berarti dahaga, keiginan yang mendesak, 
kerinduan, nampaknya menunjukkan kata “tadzamu” tidak hanya 
mengandung pengertian yang sederhana yaitu dahaga terhadap air tapi 
dahaga (kebutuhan) terhadap pendidikan dan pengobatan.28 
Suatu pekerjaan dengan upah yang sesuai sehingga ia dapat 
menutupi semua biaya kebutuhannya. Disamping itu, pekerja akan 
merasa sangat berkepentingan dalam pekerjaannya dan bekerja dengan 
sungguh-sungguh dengan mencurahkan kemampuan dan kekuatannya 
dengan sebaik-baiknya. Disamping itu rasa ketidakpuasan yang timbul 
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di kalangan kelompok pekerja akan melahirkan kebencian dan konflik 
antara kelompok didalam masyarakat yang betul-betul akan merusak 
persatuan dan kesatuan dan akibatnya terjadi kehancuran dalam 
ekonomi dan masyarakat. 
2) Upah tertinggi 
Sebagaimana diketahui betapa pentingnya menyediakan upah 
bagi mereka yang setidak-tidaknya dapat memenuhi kebutuhan pokok 
mereka agar tercipta keadilan dan pemerataan, disamping itu untuk 
menunjang efisiensi kerja mereka, juga perlu menjaga upah agar tetap 
berada pada batas-batas kewajaran agar mereka tidak menjadi 
pengkonsumsi semua barang-barang produksi. Upah maksimum yang 
mereka tuntut  dari para majikan harus sesuai dengan apa yang telah 
mereka sumbangkan dalam keberhasilan bersama faktor-faktor 
produksi lainnya. Dalam ayat berikut ini tampak memberikan 
gambaran tentang batas upah tertinggi. Hal ini selaras dengan ayat 39 
dalam surat An-Najm yang berbunyi: 
       
Artinya: dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh 
selain apa yang telah diusahakannya,29 
 
 Sudah merupakan hukum alam bahwa seseorang yang 
melakukan sesuatu akan memperoleh imbalannya sesuai apa yang 
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dilakukannya, tidak terkecuali kegiatan-kegiatan manusia yang 
berhubungan dengan ketenagakerjaan. 
3) Upah yang sesungguhnya 
Selanjutnya Islam telah menyediakan usaha-usaha pengamanan 
untuk melindungi hak-hak para majikan dan pekerja. Sebaliknya 
naiknya upah yang melebihi batas tertinggi tidak seharusnya terjadi 
untuk menyelamatkan kepentingan majikan. Untuk mempertahankan 
suatu standar upah yang sesuai, Islam menganjurkan untuk 
menstandarisasi upah diseluruh negeri yaitu memberi kebebasan 
sepenuhnya untuk memilih jenis pekerjaan yang dikehendakinya.30 
Upah yang akan ditetapkan antara tingkat minimum dan 
maksimum penentuannya berdasarkan standar hidup sehari-hari dari 
pekerja secara terus menerus. Jika suatu waktu upah jatuh dibawah 
tingkat minimum, maka pemerintah mempunyai hak yang sah untuk 
campur tangan dan menentukan upah minimum yang disesuaikan 
dengan kebutuhan saat itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat 
upah sebenarnya akan berkisar antara kedua batas upah berdasarkan 
hukum persediaan dan penawaran tenaga kerja dan dipengaruhi oleh 
standar hidup sehari-hari kelompok pekerja, sebagai hasilnya tingkat 
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upah yang sebenarnya akan ditetapkan berdasarkan hidup layak 
pekerja dan bergerak naik sesuai dengan naiknya  hidup tersebut.31 
C. Intervensi Negara Dalam Perlindungan Upah 
1. Sejarah Intervensi Pemerintah 
 Di masa permulaan Islam, masalah-masalah ekonomi yang 
berkaitan dengan intervensi bukan tak pernah muncul. Sejumlah hadis 
Nabi Saw merupakan sumber data sejarah yang amat memadai untuk 
mengungkapkan problematika telah terjadi secara eksplisit dan 
mengandung peristiwa yang cukup signifikan. Larangan atau 
intervensi yang dilakukan Nabi Saw itu menunjukkan bahwa semua 
kegiatan dipasar tidak boleh melanggar moral dan syariat Islam. 
Norma-norma etik, seperti kejujuran dan keadilan.32 
 Menurut Islam negara memiliki hak untuk campur dalam 
kegiatan ekonomi oleh individu-individu, baik untuk mengawasi 
kegiatan ini maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa 
macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh 
individu-individu. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator yang 
melindungi hak-hak individu, terutama hak mendapat keamanan, 
kesejahteraan dan jaminan sosial. Keterlibatan negara dalam kegiatan 
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ekonomi terbatas pada hal-hal yang mendesak demi terlindunginya 
kepentingan umum.33 
 Beberapa cara penerapan pada negara Islam pertama tentang 
ikut campurnya negara Islam dalam kegiatan ekonomi dapat ditemui 
dalam beberapa contoh berikut ini; negara megembalikan distribusi 
kekayaan untuk mewujudkan perimbangan ekonomi di antara 
individu-individu dalam masyarakat. Hal ini yang dilakukan 
Rasulullah SAW. Ketika membagikan fa’i (harta rampasan tanpa 
perang) bani Nadhir kepada kaum muhajirin saja. Tidak kepada kaum 
Anshor, kecuali dua orang fakir. Hal ini dilakukan untuk menegakkan 
keseimbangan antara orang-orang muhajirin yang telah meninggalkan 
harta mereka di Mekkah dan lari membawa agama mereka ke Madinah, 
dengan orang-orang Anshor yang masih memiliki harta.34 
 
2. Landasan Hukum Intervensi Negara 
Hak campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi yang 
dilaksanakan individu. Hal ini untuk menjaga masyarakat Islam dan 
menegakkan keseimbangan. Landasan hukum syara’ dari 
percampurtanganan negara bergantung pada definisi pemilik harta 
menurut Islam dan bagaimana hak individu dalam hubungannya 
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dengan harta 35 . Campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi 
berdasarkan pada Firman Allah SWT dalam surat Al-An’am ayat 165) 
               
                 
  
Artinya: dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di 
bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang 
lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-
Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan 
Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.36 
 
Surat al-Araf ayat 128 
....                
  
Artinya:.....Sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-
Nya kepada siapa yang dihendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. dan 
kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa."37 
  
Ayat diatas memberikan hak campur tangan kepada pemerintah 
dalam kegaiatan perlindungan upah yang dilaksanakan individu. Hal 
ini untuk menjaga masyarakat Islam dan menegakkan keseimbangan 
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dalam masyarakat. Campur tangan negara bisa menyempit dan meluas 
menurut kadar patuh tidaknya rakyat negara. Maka tiap kali kontrol 
spiritual dan moral pada individu-individu itu kuat, berkuranglah 
campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi. Sebaliknya, tiap kali 
kontrol ini lemah, bertambah pula campur tangan negara itu.38 
 
3. Peraturan Perundang-Undang Perburuhan 
 Bersamaan dengan dampak yang dibawa oleh gelombang 
perkembangan perekonomian sosial politik masyarakat yang 
diakibatkan daya kreatifitas yang tambah pesat, serta aneka ragam 
produksi, perlu adanya peraturan perundang-undang perburuhan yang 
mengatur tentang buruh outsourcing yang yang berposisi lemah, dan 
ditambah lagi pemilik modal dapat melakukan hal yang diinginkan 
yang tidak bisa dilakukan para buruh. Undang-undang yang harus di 
taati oleh pekerja dan pengusaha demi kelangsungan suatu usaha. 
Perlindungan terhadap pekerja; meliputi perlindungan dari yang 
dirugikan (eksploitasi), mendapatkan upah UMR (upah minimum 
regional), jam kerja dan fasilitas yang dibutuhkan.39 
 Pemerintah mengatur megenai syarat kebijakan pengupahan 
yang melindungi para pekerja, yang tercantum dalam Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 88. 
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Pasa 88 menyatakan bahwa : 
1. Setiap pekerja/ buruh memperoleh penghasilan yang memenuhi 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 
2. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan 
yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang 
melindungi pekerja/buruh. 
3. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh 
sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi: 
a. Upah minimum; 
b. Upah kerja lembur; 
c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan; 
d. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan di luar 
pekerjaannya; 
e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; 
f. Bentuk dan cara pembayaran upah; 
g. Denda dan potongan upah; 
h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; 
i. Struktur dan skala pengupahan yang proposional;; 
j. Upah untuk pembayaran pesangon; 
k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 
4. Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan 
dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan 
ekonomi40 
 
 Suatu negara dalam penetapan upah memiliki peran yang sangat 
signifikan dalam menjaga upah buruh untuk memenuhi kebutuhan 
mereka (buruh). Kebutuhan buruh bukan hanya makan dan minum 
sebagai pengganti tenaga mereka yang terkuras dalam menjalankan 
pekerjaan, namun pula kebutuhan penunjang untuk mereka 
bermasyarakat dan memartabatkan diri juga menjadi hal yang 
diprioritaskan. 
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 Maka dengan adanya peraturan perundang-undangan Nomor 13 
Tahun 2003 Tentang ketenagakerjan dan Permenakertrans Nomor 19 
Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan 
Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain dimaksudkan untuk menjamin 
pengupahan yang adil bagi kaum buruh, menjamin kerjasama yang 
baik antara buruh dan majikan atas dasar saling mutualistik 
(menguntungkan), sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan 
terhadap kaum yang lemah, tidak ada golongan yang diperas untuk 
kepentingan golongan lain. 
 Pada umumya pemerintah menjalankan dua fungsi pokok yaitu 
fungsi pengaturan (regulation), mengatur kehidupan politik, sosial, 
ketertiban, pertahanan, keamanan termasuk kependudukan. Kedua, 
fungsi penyediaan pelayanan masyarakat dalam arti luas, seperti 
kesehatan, pendidikan, pos, telekomunikasi, dsb 41 
D. Sistem Outsourcing 
Dalam pengertian umum, istilah outsourcing atau alih daya diartikan 
sebagai contrack (work) out. Menurut definisi Maurice Greaver, 
outsourcing dipandang sebagai tindakan mengalihkan beberapa aktivitas 
perusahaan dan hak pengambilan keputusanya kepada pihak lain (outside 
provider), dimana tindakan ini terikat dalam suatu kontrak kerja sama.42 
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Sedangkan menurut “Muzni Tambusi”dalam jurnal Fathur Rahman 
menjelaskan bahwa Outsourcing (alih daya) adalah pemborongan satu 
bagian atau beberapa kegiatan perusahaan yang tadinya dikelola sendiri 
kepada perusahaan lain sebagai penerima pekerjaan.43 
Outsourcing dapat juga dikatakan sebagai penyerahan kegiatan 
perusahaan baik sebagian ataupun secara menyeluruh kepada pihak lain 
yang tertuang dalam kontrak perjanjian. Penyerahan kegiatan ini dapat 
meliputi bagian produksi, beserta tenaga kerjanya, fasilitas peralatan, 
teknologi dan aset lain serta pengambilan keputusan dalam kegiatan 
perusahaan. Penyerahan kegiatan ini kepada pihak lain merupakan hasil 
dari keputusan internal perusahaan yang bertujuan meningkatkan kinerja 
agar terus kompetitif dalam menghadapi perkembangan ekonomi dan 
teknologi global.44 
Seringkali outsourcing disamakan dengan jasa penyalur tenaga kerja. 
Sebenarnya outsourcing adalah pemindahan fungsi pengawasan dan 
pengelolaan suatu proses bisnis kepada perusahaan penyedia jasa. Ada 
tiga unsur penting dalam outsourcing, yaitu: 
 
1) Pemindahan fungsi pengawasan 
2) Pendelegasian tanggug jawab 
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3) Menitik beratkan pada hasil atauoutput yang ingin dicapai oleh 
perusahaan45 
Dengan outsourcing pada jangka waktu tertentu perusahaan 
melepaskan pengelolaan suatu tugas, baik untuk kegiatan operasional 
sehari-hari maupun untuk pengelolaan sumberdaya manusianya kepada 
pihak penyedia jasa. Pengawasan kepada karyawan hanya bisa dilakukan 
oleh perusahaan penyedia jasa. Selama masa periode pengalihan tugas, 
seluruh tanggung jawab dialihkan kepada pihak penyedia jasa tersebut.46 
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BAB III 
TINJAUAN UMUM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 
PASAL 64,65,66  DAN PERMENAKERTRANS NO 19 TAHUN 2012 
PASAL 29 
 
A. Latar Belakang Muncul dan Isi kebijakannya 
1. Munculnya Undang-Undang tentang Outsourcing 
Sejalan dengan terjadinya revolusi industri, perusahaan-perusahaan 
berusaha menemukan terobosan-terobosan baru dalam memenangkan 
persaingan. Pada tahuin 1970 dan 1980, perusahaan menghadapi 
persaingan global, dan mengalami kesulitan karena kurangnya persiapan 
akibat struktur manajemen yang bengkak.Gagasan awal berkembangnya 
outsourcing adalah untuk membagi resiko usaha dalam berbagai masalah, 
termasuk ketenagakerjaan.1 
Sekitar tahun 1990, outsourcing telah mulai berperan sebagai jasa 
pendukung. Tingginya persaingan telah menuntut manajemen perusahaan 
melakukan perhitungan pengurangan biaya. Bisnis outsourcing berkaitan 
erat dengan praktik ketenagakerjaan. Legalisasi penggunaan jasa 
outsourcing terjadi pada tahun 2003, yakni dengan keluarnya Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.2 
Pemerintah menjadi ruang mediasi dalam perpecahan pengupahan 
buruh yang berkeadilan. Negara didesak untuk membuat regulasi atau
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 kebijakan yang dapat memproteksi kesejahteraan buruh 
denganmenetapkan upah yang dapat memproteksi kesejahteraan buruh 
dengan menetapkan upah yang layak. 
2. Sumber Hukum Outsourcing 
1. Outsourcing dalam KUHPerdata 
Salah satu bentuk pelaksanaanya outsourcing adalah melalui 
perjanjian pemborongan pekerjaan. Dalam KUHPerdata Pasal 1601 b 
disebutkan perjanjian pemborongan pekerjaan, yakni sebagai 
perjanjian dengan mana pihak yang satu, si pemborong mengikatkan 
diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain, pihak 
yang memborongkan dengan menerima suatu harga yang ditentukan.3 
Ada beberapa prinsip yang berlaku dalam pemborongan 
pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan KUHPerdata, 
yakni sebagai berikut: 
1) Jika telah terjadi kesepakatan dalam pemborongan pekerjaan dan 
pekerjaan telah mulai dikerjakan, pihak yang memborongkan tidak 
bisa menghentikan pemborongan pekerjaan; 
2) Pemborongan pekerjaan berhenti dengan meninggalnya si 
pemborong namun pihak yang memborongkan diwajibkan 
membayar kepada ahli waris si pemborong harga pekerjaan yang 
telah dikerjakan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan;
                                                          
3Lalu Husni, “Pengantar Hukum Ketenagakerjaan............. hlm. 169 
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3) Si pemborong bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan 
orang-orang yang telah dipekerjakan olehnya; 
4) Buruh yang memegang suatu barang kepunyaan orang lain, untuk 
mengadakan sesuatu pada barang tersebut, berhak menahan barang 
itu sampai biaya dan upah-upahyang dikeluarkan untuk barang 
dipenuhi seluruhnya, kecuali jika pihak yang memborongkan telah 
memberikan jaminan secukupnya untuk pembayaran dan upah-
upah tersebut.4 
2. Outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 
mengatur dan melegalkan outsourcing, istilah yang dipakai adalah 
perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa buruh/pekerja. 
Dalam Pasal 64 disebutkan perusahaan dapat menyerahkan sebagian 
pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainya melalui perjanjian 
pemborongan pekerjaan penyedia jasa pekerjayang dibuat secara tertulis.5 
Pekerjaan yang dapat diserahkan untuk di-outsource adalah 
pekerjaan yang: 
1) Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; 
2) Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari 
pemberi kerja; 
                                                          
4Lalu Husni, “Pengantar Hukum Ketenagakerjaan............. hlm. 169-170. 
5Ibid., hlm. 170 
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3) Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan;dan 
4) Tidak menghambat proses produksi secara langsung. 
Selain itu, prusahaan pemborong pekerjaan harus berbadan hukum 
dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan. Jika persyaratan diatas tidak terpenuhi, demi hukum 
status hubungan kerja pekerja dengan perusahaan penerima 
pemborong beralihmenjadi hubungan kerja pekerja dengan perusahaan 
pemberi pekerjaan.6 
Syarat lain dalam outsourcing yang harus dipenuhi adalah sebagai 
berikut: 
a) Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja harus sekurang-
kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja 
pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
b) Hubungan kerja dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak 
tertentu dan perjanjian kerja waktu tertentu sesuai dengan 
ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 
c) Pasal 59 menyebutkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya 
dapat dibuat untuk pekerjaan atau kegiatan pekerjaanya akan 
selesai dalam waktu tertentu, yaitu: 
a) Pekerjaan yang sesekali selesai atau sementara sifatnya. 
                                                          
6Ibid . hlm.170 
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b) Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaianya dalam waktu yang 
tidak terlalu lama dan paling lama tiga tahun; 
c) Pekerjaan yang bersifat musiman; 
d) Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, atau produk 
tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.7 
Perusahaan penyedia buruh/pekerja harus memenuhi syarat sebagai 
berikut: 
a) Adanya hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan penyedia 
jasa pekerja. 
b) Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana 
yang dimaksud pada huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu 
tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang 
dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. 
c) Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta 
perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan 
penyedia jasa pekerja. 
d) Perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja dan 
perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa 
pekerja dibuat secara tartulis dan wajib memuat pasal-pasal 
                                                          
7Lalu Husni, “Pengantar Hukum Ketenagakerjaan............. hlm.171. 
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sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan.8 
 Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Transmigrasi 
Nomor Kep101/Men/VI/2004 tentang Tata Cara Perizinan Penyedia 
Jasa Pekerja disebutkan, apabila perusahaan penyedia jasa 
memperoleh pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan, kedua 
belah pihak wajib membuat perjanjian tertulis yang sekurang-
kurangnya memuat: 
a) Jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja/buruh dari 
perusahaan penyedia jasa; 
b) Penegasan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana 
maksud huruf a, hubungan kerja yang terjadi adalah antara 
perusahaan penyedia jasa dan pekerja yang dikerjakan perusahaan 
penyedia jasa sehingga perlindungan, upah dan kesejahteraan, 
syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul menjadi 
tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja; 
c) Penegasan bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja bersedia 
menerima pekerja sebelumnya untuk jenis-jenis pekerjaan yang 
terus menerus ada diperusahaan pemberi kerja, dalam hal terjadi 
penggantian perusahaan penyedia jasa pekerja.9 
 
                                                          
8Ibid.  
9Lalu Husni, “Pengantar Hukum Ketenagakerjaan............. hlm.172 
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3. Isi kebijakan  
 Dalam sebuah kebijakan merupakan aturan yang memiliki saling 
keterkaitan antara pasal satu dengan pasal yang lain, maka akan lebih jelas 
ketika melihat isi kebijakan tersebut. 
Pasal 64 
Perusahaan dapat meneyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada 
perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau 
penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. 
 
Pasal 65 
(1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada 
perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan 
pekerjaan yang dimuat secara tertulis. 
(2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut : 
a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; 
b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung 
dari pemberi pekerjaan; 
c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara 
keseluruhan; dan 
d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung. 
(3) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
berbentuk badan hukum. 
(4) Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh 
pada perusahaan lainsebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan 
syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
(5) Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan 
menteri. 
(6) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja diatur 
secara tertulis antara perusahaan lain dan pekrja/buruh yang 
dipekerjakannya. 
(7) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat 
didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau 
perjanjian kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan 
sebagimana dimaksud dalam pasal 59. 
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(8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
ayat (3), tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan 
kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima 
pemborongan beralih menjadi hubungan pekerja/buruh dengan 
perusahaan pemberi pekerjaan. 
(9) Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi 
pekerjaan sebagimana dimaksud pada ayat (8), maka hubungan 
kerja/bunuh dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan 
hubungan kerja dimaksud pada ayat (7).10 
Pasal 66 
(1) Pekerjaan dari perusahaan peneyedia jasa pekerja/buruh tidak 
boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan 
kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan dengan proses 
produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan 
yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. 
(2) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang 
atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses 
produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut : 
a. Adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan penyedia 
jasa pekerja/buruh; 
b. Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja 
sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah perjanjian 
kerja waktu  tertentu yang memenuhi persyaratan 
sebagimana dimaksud dalam pasal 59 dan/atau perjanjian 
kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan 
ditandatangani oleh kedua belah pihak; 
c. Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, 
serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab 
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan 
d. Perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh 
dan perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan 
penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan 
wajib memuat pasal-pasal sebagiman dimaksud dalam 
undang-undang ini. 
(3) Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang 
berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang 
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 
(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka 
demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan 
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi 
                                                          
10
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 19 Tahun 
2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain 
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hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi 
pekerjaan.11 
 
4. Pihak-pihak dalam Outsourcing 
  Dalam outsourcing pihak-pihak terlibat dalam hubungan kerja 
tidak hanya melibatkan pengusaha dan pekerja, melainkan melibatkan tiga 
pihak yaitu perusahaan penerima pekerjaan, perusahaan pemberi 
pekerjaan dan pekerja/buruh. 12 
1. Perusahaan penerima pekerjaan  
 Dalam melakukan outsourcing, perusahaan penerima pekerjaan 
disebut juga sebagai pemborong ataupun perusahaan penerima 
pemborongan pekerjaan. Dalam keputusan Menteri Tenaga kerja No. 
Permenakartrans Nomor 19 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (2) yang di 
maksud dengan Perusahaan Penerima Pemborongan adalah 
perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat 
untuk menerima pelaksanaan sebagian pekerjaan dari perusahaan 
pemberi pekerjaan. Sedangkan Perusahaan Penyedia Jasa 
pekerja/buruh adalah perusahaan berbadan hukum perseroan 
                                                          
11
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 19 Tahun 
2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain 
12Siti Kunarti, “Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Outsourcing Dalam Hukum 
Ketenagakerjaan”, Jurnal Dinamika Hukum, (Purwokerto ) Vol. 9 No. 1, 2009, hlm. 70. 
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terbatas(PT) yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan jasa 
penunjang perusahaan pemberi pekerjaan.13 
2. Perusahaan pemberi Pekerjaan  
 Dalam Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 disebutkan bahwa 
perusahaan yang selanjutnya disebut perusahaan pemberi pekerjaan 
adalah :  
a) Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang 
perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik 
milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/ 
buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;  
b) Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai 
pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah 
atau imbalan dalam bentuk lain.14 
3. Pekerja/buruh  
 Pengertian pekerja/buruh dalam outsourcing sebenarnya tidak 
berbeda jauh dengan pengertian pekerja/buruh berdasarkan pengertian 
ketenagakerjaan Dalam Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 
dengan membatasi pada orang yang bekerja pada perusahaan 
pemborongan Pasal 1 ayat 6 menyebutkan pengertian pekerja/buruh 
adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan penerima 
                                                          
13
Khairani, “ Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing  Ditinjau Dari Konsep 
Hubungan Kerja Antara Pekerja Dengan Pemberi Kerja, (Jakarta: Rajaawali Pers, 2016), hlm. 
179 
14Ibid .  
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pemborongan pekerjaan dengan menerima upah atau imbalan dalam 
bentuk lain.15 
 Untuk memudahkan penjelasan mengenai outsourcing, dapat 
dilihat ilustrasi sebagai berikut: A diangkat sebagai karyawan di 
perusahaan X. Sebelum diangkat sebagai karyawan, diantara A dan 
perusahaan X dibuat perjanjian kerja yang isinya menyatakan bahwa 
A bersedia untuk ditempatkan di perusahaan Y, di sini dapat dilihat 
bahwa perusahaan X adalah perusahaan peyedia jasa pekerja dan Y 
adalah perusahaan pemberi kerja. Setelah perjanjian kerja antara A 
dan perusahaan X disepakati maka perusahaan X akan membuat 
perjanjian dengan perusahaan  Y yang isinya bahwa perusahaaan X 
akan memperkerjakan karyawannya di perusahaan Y. Terhadap 
penempatan tersebut, perusahaan Y membayar sejumlah dana kepada 
perusahaan  X.16 
5. Pengaturan Jenis Pekerjaan Yang Boleh Diserahkan Kepada 
Perusahaan Penyedia Jasa 
  Pengaturan outsourcing menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan 
menentukan pekerjaan yang boleh diserahkan kepada perusahaan lain 
melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja. 
Sedangkan menurut KUHPer tidak diatur atau tidak ditentukan pekerjaan 
yang boleh diserahkan kepada perusahaan pemborong. Di dalam Undang-
                                                          
15Ibid., hlm. 180. 
16
Mas Muanam dan Ronald Saija, Rekontruksi Kontrak Kerja Outsourcing di 
Perusahaan, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 68 
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Undang Ketenagakerjaan ditekankan bahwa pekerjaan yang boleh di 
outsource adalah hanya pekerjaan penunjang saja, tidak boleh pekerjaan 
yang utama atau pokok.17 
  Kegiatan yang bersifat pokok, yaitu yang berhubungan langsung 
dengan proses produksi dan kegiatan jasa penunjang yang tidak 
berhubungan langsung dengan proses produksi. Kegiatan yang langsung 
berkaitan dengan proses produksi, pekerja outsourcing  tidak boleh 
digunakanoleh perusahaan.  
  Hal tersebut sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003, yaitu, untuk pekerjaan dengan perjanjian pemborongan pekerjaan 
sebagaimana bunyi pasal 65 ayat (2) pekerjaan yang dapat diserahkan 
kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
1. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; 
2. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi 
pekerjaan; 
3. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, dan 
4. Tidak menghambat proses produksi secara langsung.18 
  Ketentuan Pasal 65 tidak menjelaskan mengenai syarat 
pelaksanaan penyerahan pemborongan pekerjaan, sehingga dalam 
pelaksanaan menimbulkan berbagai permasalahan. Namun demikian, 
                                                          
17Khairani, Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing di Tinjau dari Konsep Hubungan 
Kerja Antara Pekerja Dengan Pemberi Kerja..., hlm. 127. 
 
18 Ibid., hlm. 128. 
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dengan keluarnya Kepmenakertrans No. 220 Tahun 2004 menjawab 
ketidakjelasan tersebut. Menurut Pasal 6 Kepmenakertrans pekerjaan 
yang boleh diserahkan kepada kepada pemborong pekerjaan harus 
memenuhi syarat sebagai berikut: 
1. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen 
maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan. 
2. Dilakukan dengan perintah langsung dari pemberi pekerjaan 
dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang cara melaksanakan 
pekerjaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan 
pemberi pekerjaan. 
3. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, 
artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan 
memperlancar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan alur kegiatan 
kerja perusahaan pemberi pekerjaan. 
4. Tidak menghambat proses produksi secara langsung, artinya kegiatan 
tersebut adalah merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak 
dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaan 
pekerjaan tetap berjalan sebagaimana mestinya. 
  Penjelasan Pasal 66 ayat (1) menegaskan bahwa pada pekerjaan 
yang berhubungan dengan kegiatan usaha pokok atau kegiatan yang 
berhubungan langsung dengan proses prosuksi, pengusaha hanya 
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diperbolehkan mempekerjakan pekerja dengan perjanjian kerja waktu 
tertentu dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu.19 
  Kegiatan tersebut antara lain: usaha pelayanan kebersihan (clening 
service), usaha penyedia makanan bagi pekerja (catering), usaha tenaga 
pengaman (scurity), usaha jasapenunjang di pertambangan dan 
perminyakan, serta usaha penyedia angkutan pekerja. Konsep dalam 
ketentuan pasal 66 menjadi rancu dengan adanya ketentuan dalam 
penjelasan Pasal 66 yang menyatakan bahwa pada pekerjaan yang 
berhubungan dengan kegiatan/usaha pokok atau kegiatan yang 
berhubungan langsung dengan proses produksi, pengusaha hanya 
diperbolehkan mempekerjakan pekerja/buruh dengan pejanjian kerja 
waktu tertentu.  
  Artinya bisa dikatakan bahwa pekerjaan yang merupakan kegiatan 
pokokboleh juga diserahkan kepada perusahaan jasa pekerja asalkan 
dilakukan dengan PKWT dan/atau PKWTT. Penegasan dengan PKWT 
dan PKWTT pun menjadi bias jika dikaitkan dengan Pasal 59 yang 
menentukan pekerjaan yang boleh dilakukan dengan PKWT.20 
  Jika perjanjian dibuat dengan PKWT sebagaimana disebutkan 
didalam Pasal 59 harus sesuai dengan persyaratanyang sudah ditentukan 
dalam Pasal 56 ayat (2) yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja untuk 
waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu atau selesainya sesuai 
pekerjaan tertentu. Selanjutnya menurut Pasal 59 disebutkan bahwa 
                                                          
19Ibid., hlm. 129. 
20 Khairani, Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing di Tinjau dari Konsep 
Hubungan Kerja Antara Pekerja Dengan Pemberi Kerja..., hlm. 129. 
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perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan 
tertentu yang menurut jenis dan sifatnya atau kegiatan menurut jenis dan 
sifat atau kegiatan pekerjaanya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: 
1. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; 
2. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesainya dalam waktu yang tidak 
terlalu lama dan paling lama 3 tahun; 
3. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau 
4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau 
produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.21 
  Oleh karena itu, pengaturan mengenai jenispekerjaan yang boleh 
di-outsourcing diatur melalui peraturan pemerintah atau peraturan 
pelaksanaan di bawahnya tidak dalam UU agar dalam penerapanya tidak 
kaku dan bertentangan satu sama lain. Bahkan seharusnya pemerintah 
negara dalam hal ini tidak terlalu jauh mengatur hal-hal teknis yang 
berkaitan dengan hubungan orang dengan orang yang pada prinsipnya 
bersifat perdata, termasuk jenis pekerjaan outsourcing karena itu adalah 
hak mutlak pemberi kerja, cukup mengatur hal-hal prinsip berkaitan 
dengan perlindungan kepada pekerja. Selanjutnya sesuai engan ketentuan 
Pasal 59 ayat (2) bahwa “perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat 
diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap”, ketentuan materi 
                                                          
21Ibid, hlm. 130. 
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penjelasan Pasal 66 tersebut tidak sinkron dan bertentangan satu sama 
lain.22 
 Dengan adanya pengaturan yang saling bertentangan dan tidak sinkron 
tersebut maka pengaturan outsourcing dalam beberapa tahun 
kelemahanutama disebabkan oleh kurangnya regulasi yang dikeluarkan 
pemerintah yang dampaknya terhadap perlindungan terhadap hak-hak 
pekerja outsourcing.23 
 
B. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik 
Indonesia No 19 Tahun 2012 
1. Kebijakan dalam Permenakertrans  
  Dengan keluarnya peraturan pelaksananya yang diatur melalui 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 
Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat peneyerahan sebagian 
pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain Meneteri Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Republik Indonesia. Peraturan ini menyatakan bahwa 
untuk menentukan pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan 
lain perusahaaan harus membuat skema alur kegiatan dalam perusahaan 
untuk menentukan pekerjaan utama atau kegiatan penunjang, penentuan 
dan pembuat alur kegiatan bahwa pekerjaan itu bukan pekerjaan utama, 
                                                          
22 Khairani, Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing di Tinjau dari Konsep 
Hubungan Kerja Antara Pekerja Dengan Pemberi Kerja..., hlm. 131. 
23Ibid..... hlm.131 
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sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang,pada kenyataannya 
dilakukan perusahaan pemberi kerja itu sendiri.24 
 Dijelaskan dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Republik indonesia disebutkan pasal 17 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: 
(1) Perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian 
pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan jasa pekerja/buruh 
melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat 
secara tertulis; 
(2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh sebgaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
merupakan kegiatan jasa penunjang atau tidak berhubungan 
langsung dengan proses produksi.25 
 
 Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan 
lain melalui perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh (perusahaan 
outsourcing) adalah kebijakan usaha yang wajar dari suatu perusahaan 
dalam rangka efisiensi usaha. Penyerahan pekerjaan atau penyediaan jasa 
pekerja yang demikian harus memenuhi syarat-syarat dan prinsip 
outsourcing, untuk melindungi hak-hak pekerja, karena pekerja/buruh 
mempunyai daya tawar yang lemah dengan pengusaha. 
 Untuk menghindari perusahaan eksploitasi pekerja/buruh hanya 
untuk kepentingan keuntungan bisnis tanpa memperhatikan jaminan dan 
perlindungan atas hak-hak pekerja/buruh untuk mendapatkan pekerjaan 
dan upah yang layak, dan untuk meminimalisir hilangnya hak-hak 
konstitusional para pekerja. 
                                                          
24
Ibid hlm.96 
 
25
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-
Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain 
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Pasal 28 
Setiap perjanjian kerja jasa pekerja/buruh wajib memuat ketentuan yang 
menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh dalam hubungan kerja 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 29 
(1) Hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh 
dengan pekerja/buruhnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 
dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tertentu atau 
perjanjian kerja waktu tertentu. 
 
(2) Dalam hal hubungan kerja didasarkan atas perjanjian kerja waktu 
tertentu yang objek kerjanya tetap ada sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), sekurang-kurangnya harus memuat: 
a. Jaminan kelangsungan bekerja; 
b. Jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan dan yang 
diperjanjikan; dan 
c. Jaminan perhitungan masa kerja apabila terjadi pergantian 
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh untuk 
mendapatkan upah. 
 
(3) Hak-hak pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b meliputi: 
a. Hak atas cuti apabila telah memenuhi syarat; 
b. Hak atas jaminan sosial; 
c. Hak atas tunjangan hari raya; 
d. Hak istirahat paling singkat 1 (satu) hari dalam 1 (satu) 
minggu; 
e. Hak menerima ganti rugi dalam hal hubungan kerja 
diakhiri oleh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh 
sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir bukan 
karena kesalahan pekerja; 
f. Hak atas penyesuaian upah yang diperhitungkan dari 
akumulasi masa kerja yang telah dilalui; dan 
g. Hak-hak lain yang telah diatur dalam peraturan 
perundang-undanagan dan/atau perjanjian kerja 
sebelumnya.26 
 
                                                          
26
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-
Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain 
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 Dengan adanya pengaturan mengenai hak pekerja yang harus 
diatur di dalam perjanjian kerja merupakan langkah yang baik oleh 
pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja. jika 
dihubungkan dalam bukunya Khairani bahwa salah satu unsur adanya 
kepastian hukum dalam suatu peraturan adalah adanya konsistensi norma 
hukum perundang-undangan sehingga tidak bertentangan satu sama lain 
jika ia mengatur hal tertentu. Jika terjadi ketidaksesuaian peraturan 
perundang-undangan maka warga masyarakat yang terkena dampak 
peraturan tersebut akan kebingungan sehingga kepastian hukum tidak 
tercapai.27 
2. Hubungan Kerja 
 Pengaturan hubungan kerja diatur dalam Permenakertrans Nomor 
19 Tahun 2012. Dalam peraturan ini diatur juga prinsip-prinsip 
pengalihan perlindungan kepada pekerja sebagaimana yang terdapat 
dalam pasal 19 Poin b yang menyatakan bahwa dalam perjanjian 
penyediaan jasa harus ditegaskan tentang perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh bersedia menerima pekerja/buruh dari perusahaan 
penyedia jasa pekerja/buruh sebelumnya untuk jenis pekerjaan yang terus 
menerus ada di perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal terjadi 
penggantian perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.28 
Perjanjian kerja sebagai wujud hubungan kerja antara pemberi 
kerja dengan pengusaha harus juga memenuhi syarat sebagaimana yang 
                                                          
27
Khairani, Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing............... hlm. 220 
28
Ibid hlm. 262 
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terdapat dalam pasal 1320 KUHPer yang isinya diadopsi dalam pasal 52 
yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar; 
a. Kesepakatan kedua belah pihak; 
b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 
c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; 
d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan 
ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
 Perjanjian kerja  yang dibuat merupakan peraturan bagi para pihak 
yang membuat, artinya apapun yang tertuang dalam isi perjanjian itu 
akan mengikat para pihak yang membuatnya.29 
 
                                                          
29
Ibid hlm. 263 
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BAB IV 
 
TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS INTERVENSI NEGARA DALAM 
PERLINDUNGAN UPAH BURUH OUTSOURCING DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 DAN PERMENAKERTRANS NO 19 
TAHUN 2012  
 
A. Tinjauan Hukum Islam Atas Intervensi Negara Dalam Perlindungan 
Upah Buruh Outsourcing 
 
 Pengaturan tentang daya alih disebut outsourcing di Indonesia 
dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan kemajuan 
teknologi yang cepat membawa dampak timbulnya pesaingan yang begitu 
ketat. Globalisasi menuntut pemerintah untuk memperhatikan pasar kerja 
yang ada untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini.  
Relasi buruh, pengusaha dan pemerintah saling berkaitan dalam 
hubungan industrial. Secara normatif mereka mempunyai kepentingan yang 
sama untuk kelangsungan perusahaan. Dari sudut pandang buruh jaminan hak 
dasar buruh terlaksana dengan maksimal apabila negara dapat mengurangi 
campur tangan yang membatasi kebebasan pekerja dalam berserikat. 
Pengusaha memiliki kepentingan berlangsungnya usaha dan orientasi pasar 
menjadi dasar kepentingannya. Terciptanya good governance, jaminan  
keamanan, penegakan hukum akan megubah sikap pengusaha lebih terbuka 
menerima serikat buruh sebagai mitra usaha. Bagi pemerintah, yaitu 
mempunyai orientasi peningkatan kesejahteraan rakyat dan keamanan sesuai 
filosofi yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa
59 
 
 
 
 salah satu tujuan nasional adalah untuk memberikan perlindungan 
kepada setiap warga negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 
bagi rakyat Indonesia.1                   
Berbagai kebijakan yang mengatur outsourcing dibuat oleh 
pemerintah, namun persoalan ini masih diperdebatkan diantara serikat pekerja 
dengan pengusaha yang terikat dengan perlindungan hak-hak bagi pekerja 
atau buruh. Kuatnya pengusaha secara sosial ekonomi akan menekan pihak 
buruh yang berada pada posisi yang lemah/rendah. Atas dasar itulah, 
pemerintah secara berangsur-angsur turut serta dalam menangani masalah 
perburuan melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Keterlibtan 
pemerintah dalam hubungan industrial adalah dalam perlindungan tingkat 
upah. Pemerintah mempunyai ketetapan yang harus dipenuhi perusahaan 
untuk membayar upah yang layak kepada buruh/pekerja. 
 Intervensi pemerintah dalam bidang perburuhan melalui peraturan 
perundang-undangan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap 
hak dan kewajiban pengusaha maupun pekerja/buruh untuk selalu menjaga 
dan merealisasikan keadilan diantara anggota-anggota (pengusaha dan buruh) 
dan mencegah semua bentuk kerugian yang mungkin diderita oleh salah 
seorang anggota, akibat tindakan pelanggaran anggota lainnya di dalam 
hubungan industrial. 
 Tujuan campur tangan pemerintah dalam perburuhan dimaksudkan 
agar kepentingan umum didahulukan dan diletakkan lebih tinggi ketimbang  
                                                          
1
 Asri Wijayanti, “Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi” Jakarta: Sinar Grafika, 
2015, hlm. 107 
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kepentingan pribadi. Demi mewujudkan perburuhan yang adil, memberikan 
hak-hak bagi buruh/pekerja sebagai manusia utuh, melindungi 
keselamatannya, kesehatannya, upah yang layak dan sebagainya.2 
Pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang 
perburuhan/ketenagakerjaan dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan 
Dinas Tenaga Kerja Provinsi, Kabupaten/Kota (cq. Bidang Pengawasan).3 
 Hubungan industrial antara buruh outsourcing dan pengusaha pada 
hakekatnya merupakan potensi konflik yang siap mencuat kapan saja. Buruh 
yang tidak mempunyai daya tawar yang kuat, sehingga rawan terjadinya 
eksploitasi buruh. Untuk meminimalisir agar konflik tidak muncul ke 
permukaan, di perlukan kebijakan dari manajemen perusahaan di dalam 
mengakomodasi kepentingan-kepentingan buruh.  
 Berkaitan dengan perlindungan upah buruh outsourcing, 
Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan 
sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain merupakan salah satu 
paraturan yang di dalamnya terdapat perlindungan upah buruh. 
 Permenakertrans merupakan pengejewantahan dari Undang-Undang 
Nomor 13 tahun 2003 pasal 66 ayat (2) poin c tentang ketenagakerjaan 
meneyebutkan bahwa: 
“Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan 
yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh; dan” 
 
                                                          
2
 Lalu husni, pengantar hukum ketenagakerjaan............. hlm. 24 
3 Ibid hlm. 58 
61 
 
 
 
 Dalam permenakertrans No.19 Tahun 2012 Pasal 29 ayat (3) poin f 
disebutkan bahwa : 
“ hak atas penyesuaian upah yang diperhitungkan dari akumulasi masa kerja 
yang telah dilalui.” 
 
 Campur tangan negara dalam perlindungan upah buruh di dasarkan 
pada prinsip keadilan. Selaras dengan firman Allah SWT dalam surat An-
Nahl ayat 90 : 
                       
                     
 
Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.4 
 
 Afzalur Rahman menyatakan bahwa upah buruh ditentukan melalui 
negosiasi diantara pekerja (buruh), majikan (pengusaha) dan negara. 
Kepentingan pengusaha dan pekerja akan diperhitungkan adil sampai pada 
keputusan tentang upah. Tugas negara adalah memastikan bahwa upah 
ditetapkan dengan tidak terlalu rendah sehingga menafikkan kebutuhan hidup 
pekerja atau buruh, tetapi tidak juga terlalu  tinggi sehingga menafikkan 
bagian si pengusaha dari hasil produk bersamanya.5 
                                                          
4
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya................hlm.415 
5
 Afzalur Rahman, “Muhammad sebagai pedagang” et.al.,alih bahasa Dewi Nurjulianti 
(Jakarta: Yayasan Swara Bhumi, 1997), hlm.297 
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 Upah merupakan hak dari orang yang telah bekerja (ajir) dan 
kewajiban bagi orang yang memperkerjakan (mustajir). Islam menjunjung 
tinggi nilai-nilai keadilan secara menyeluruh. Nilai kemanusiaan yang harus 
dijunjung tinggi meliputi nilai kebersamaan dan tolong menolong, kasih 
sayang dan keinginan menciptakan harmoni sosial. Negara dalam 
menentukan kebijakan yang akan dijadikan pondasi untuk mengatur hajat  
dan kepentingan masyarakat tentunya juga harus didasarkan pada 
kepentingan umum.6 
 Upah pada hakekatnya merupakan kompensasi terhadap kontribusi 
tenaga kerja dalam proses produksi. Jika kontribusi tenaga kerja naik, maka 
upah juga harus naik. Begitu pula sebaliknya, jika ada peningkatan upah 
semestinya produktivitas tenaga kerja mengalami peningkatan. 
 Dalam surat Hud ayat 15 Allah SWT menjelaskan tentang upah buruh 
yang sesuai dengan hasil usahanya 
 
                               
       
 
Arrtinya: barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan 
perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka Balasan pekerjaan 
mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan 
dirugikan.7 
 
                                                          
6
 Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi, ...........hlm 361  
7 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya................hlm.329 
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 Setiap manusia memperoleh imbalan dari apa yang telah 
dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Ayat diatas 
menjelaskan bagaimana sesorang mendapat upah sesuai dengan hasil 
keringatnya yang sudah dicurahkan. 
 
B. Perlindungan upah buruh Outsourcing untuk kehidupan yang layak 
 Seperti yang telah diamanatkan pasal 88 ayat (1) Undang-undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, menegaskan bahwa 
“setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 
penghidupan layak bagi kemanusiaan”8. Perlindungan terhadap tenaga 
kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan 
menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas 
dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan 
keluarganya. Subtansi dari permenakertrans No. 19 Tahun 2012 adalah 
syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada 
perusahaan lain yang di dalamnya tercantum hak-hak pekerja yang harus 
dipenuhi oleh pengusaha. 
 Perlindungan upah bagi buruh/pekerja merupakan aspek yang penting, 
karena itu merupakan hak yang didapatkan setelah menjalankan 
kewajibannya bekerja. Mengingat kompleknya permasalahan yang ada, 
pekerja/buruh masih dapat menemukan kejelasan mengenai kebenaran 
tentang perhitungan hak-hak yang mesti didapat.  
                                                          
8 Pasal 8 
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 Dalam Islam, upah didasarkan pada prinsip keadilan sebagaimana 
firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 135 
 
                     
                        
                       
             
 
Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang 
benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun 
terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya 
ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah 
kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. 
dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, 
Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang 
kamu kerjakan.9 
 
Surat Yasin : 54 
 
                         
 
Artinya :  Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun 
dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.10 
 
Surat An-Najm ayat 39 
 
                
 
                                                          
9
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya................hlm.144-145 
10
 Ibid. hlm. 712 
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Artinya : dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa 
yang telah diusahakannya,11 
 
 Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa sesorang akan dibalas sesuai 
berat kerjaannya dan dananya pembagian terhadap hak orang lain sesuai 
dengan kontribusinya masing-masing. 
 Penjualan jasa yang baik dilakukan dengan mengerti keinginan 
pemberi kerja dan senantiasa memberikan nilai tambah diantara mereka. 
Untuk mencapai nilai yang tinggi dalam pelayanan jasa, manajemen 
perusahaan jasa harus menyiapkan sumber daya manusia yang mampu 
menghadapi permintaan pemberi kerja, mengadakan komunikasi personal 
yang memberikan kesempatan bekerja sama dengan kualitas yang lebih 
baik. tujuan syari’atkannya ijarah kepada manusia adalah agar dapat saling 
memenuhi akan kebutuhannya secara baik benar menurut aturan yang 
berlaku sebagai sarana untuk mendapatkan harta. 
 Dalam permenakertrans No.19 Tahun 2012 pasal 29 ayat (3) poin f 
menjelaskan bahwa “hak atas penyesuaian upah yang diperhitungkan dari 
akumulasi kerja yang telah dilalui; dan12. Dalam pasal tersebut dipahami 
bahwa dalam pemberian upah dari pengusaha kepada pekerja/buruh harus 
berdasarkan masa kerja. Hal ini selaras dengan Firman Allah SWT Dalam  
Surat al-Qasas ayat 27 di sebutkan: 
 
                                                          
11 Ibid hlm. 874 
12
 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No 19 Tahun 
2012 
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                        
                        
                        
  
Artinya : berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud 
menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar 
bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan 
sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku 
tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku 
Termasuk orang- orang yang baik".13 
 
 Penetapan hak upah buruh berdasarkan masa kerja ini tentunya juga 
tidak dilepaskan dari produktifitas seorang buruh tersebut. Untuk menjaga 
tingkat upah yang layak dan dapat memenuhi hidup layak pekerja dalam 
suatu negara, menjadi penting untuk memperketat aturan suatu negara 
dalam bidang ketenagakerjaan. 
1. Upah Buruh Sesuai Beban Kerja 
 Upah buruh seharusnya diberikan atas dasar beban kerjanya dan 
tidak cukup hanya memberikannya makan minum sebagai ganti tenaga 
yang hilang. Upah atas dasar beban kerja artinya upah harus 
mempertimbangkan partisipasi buruh dalam menghasilkan laba 
sehingga buruh berhak pula atas laba. Memberikan upah buruh tanpa 
menyertakan beban kerja atas laba adalah perbuatan yang zalim. Hal 
ini selaras dengan firman Allah SWT dalam al-ahqaf ayat 19 : 
                                                          
13
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya................hlm. 613 
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                      
 
Artinya : dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang 
telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka 
(balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada 
dirugikan.14 
 
2. Upah Harus Menghargai Masa Kerja 
Dalam permenakertrans No.19 Tahun 2012 menjelaskan bahwa 
dalam pasal tersebut menjelaskan  perlindungan upah yang memiliki 
masa kerja tentunya mendapat  apresiasi. Dalam hal ini, Islam telah 
memberikan aturan untuk dapat menghargai masa kerja seorang 
pekerja. Firman Allah SWT dalam surat Al-Qasas ayat 27 : 
 
                        
                        
                        
  
Artinya : berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku 
bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua 
anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun 
dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu 
kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan 
kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang 
baik15 
 
 
 
                                                          
14
 Ibid. hlm. 825 
15
 Ibid, hlm. 613 
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3. Upah berdasarkan produktivitas kerja 
  Upah sebenarnya imbalan atas prestasi karyawan. semakin 
tinggi prestasi karyawan seharusnya semakin besar pula upah yang 
akan dia terima. Prestasi ini dinyatakan sebagai produktivitas.  
 Untuk melindungi upah buruh yang layak tetap terjaga dan mampu 
memenuhi kebutuhan dasar buruh di dalam suatu negara, maka menjadi 
prioritas  negara agar senantiasa melakukan intervensi untuk mewujudkan 
keadilan untuk  pembangunan ekonomi yang mendorong pertumbuhan, 
pemerataan, dan stabilitas ekonomi. Kebutuhan hidup dasar buruh yang  
terus bergerak dinamis dan berjalan secara paralel menghendaki agar upah 
tidak jatuh pada titik yang lemah/ kurang layak. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 
Berdasarkan uraian pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam 
atas intervensi negara di dalam perlindungann upah buruh outsourcing 
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Permenakertrans 
Nomor 19 Tahun 2012, maka penyusun kemukakan kesimpulan: 
1. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Sebagian  
Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain adalah bagian dari 
intervensi (campur tangan) negara dalam melindungi hak-hak buruh 
outsourcing, salah satunya menangani upah yang layak. Menetapkan 
upah adalah bagian dari upaya untuk memproteksi buruh dalam rangka 
menjaga upah buruh yang adil dan dapat tercapainya keadilan sosial 
bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam penetapan upah buruh 
outsourcing perlu memperhatikan laju perkembangan jaman, 
kebutuhan manusia akan mengalami perubahan yang tentunya 
berimplikasi pada kebutuhan pokok buruh/pekerja. Hukum Islam 
memandang intervensi negara dalam penetapan buruh outsourcing 
adalah diperbolehkan, untuk memberikan perlindungan terhadap upah 
buruh sehingga buruh dapat memenuhi kebutuhan dasar. 
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2. Subtansi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan 
Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat 
Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain 
adalah peraturan yang di jadikan dalam perlindungan upah buruh 
outsourcing di Indonesia. Dalam peraturan tersebut terdapat hak-hak 
buruh yang harus dipenuhi boleh pengusaha salah satunya upah yang 
layak. Dalam perlindugan upah yang layak sudah sesuai dengan ajaran 
Islam. Permenakertrans ini adalah pengawasan dari pemerintah untuk 
dapat mengawal kebijakan dan memberikan daya tekan kepada 
perusahaan formal untuk menjalankan hasil dari kebijakan tersebut. 
B. Saran  
1. Dalam penerapan sistem kerja outsourcing yang banyak menimbulkan 
masalah, hendaknya negara mengoptimalkan pengawasan terhadap 
perusahaan serta melakukan pemantauan secara berkala dan 
memberikan sanksi yang tegas kepada pengusaha-pengusaha yang 
melanggar. 
2. Seorang pengusaha harus memperhatikan benar-benar hak buruh 
outsorcing sesuai yang di tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 dan Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012. Supaya 
peraturan tersebut bisa terlaksana dengan baik sehingga buruh tidak 
dirugikan. 
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3. Bagi buruh dengan meningkatkan sumber daya manusia yang 
berkualitas berdampak signifikan dalam bekerja menjadi lebih baik 
dengan skill, sehingga lebih berharga dan perusahaan tidak akan 
memberikan upah yang rendah. 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 13 TAHUN 2003 
TENTANG 
KETENAGAKERJAAN 
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
  
Menimbang: 
a.          bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan 
manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia 
seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, 
yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
b.           bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai 
peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan 
pembangunan;  
c.            bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan 
pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja 
dan peransertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan 
tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan; 
d.            bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin 
hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta 
perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan 
kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan 
perkembangan kemajuan dunia usaha; 
e.             bahwa beberapa undang-undang di bidang ketenagakerjaan dipandang 
sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan 
ketenagakerjaan, oleh karena itu perlu dicabut dan/atau ditarik kembali;  
f.              bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c, 
d, dan e perlu membentuk Undang-undang tentang Ketenagakerjaan.  
  
Mengingat: 
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat 
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
  
Dengan persetujuan bersama antara 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
DAN 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
  
MEMUTUSKAN: 
  
Menetapkan: 
UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN. 
  
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
  
Pasal 1 
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: 
1.           Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja 
pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.  
2.            Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 
menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 
maupun untuk masyarakat.  
3.           Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau 
imbalan dalam bentuk lain. 
4.            Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau 
badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar 
upah atau imbalan dalam bentuk lain.  
5.            Pengusaha adalah : 
a.           orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 
menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;  
b.           orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara 
berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;  
c.            orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di 
Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 
6.            Perusahaan adalah : 
a.            setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang 
perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik 
swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh 
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; 
b.            usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus 
dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan 
dalam bentuk lain. 
7.           Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana 
ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam 
penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan 
ketenagakerjaan yang berkesinambungan. 
8.            Informasi ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data 
yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang 
mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan. 
9.            Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, 
meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, 
disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian 
tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.  
10.         Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup 
aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan 
standar yang ditetapkan.  
11.         Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang 
diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan 
dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan 
instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses 
produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai 
keterampilan atau keahlian tertentu.  
12.        Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan 
tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh 
pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan 
pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutu-
hannya.  
13.       Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan 
maksud bekerja di wilayah Indonesia.  
14.        Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha 
atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban 
para pihak  
15.       Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh 
berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan 
perintah. 
16.        Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara 
para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari 
unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada 
nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 
17.        Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, 
dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, 
yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab 
guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan 
pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan 
keluarganya. 
18.       Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi 
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu 
perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat 
pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab 
di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh. 
19.        Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan 
musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari 
unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah. 
20.        Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh 
pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. 
21.       Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil 
perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat 
pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di 
bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau 
perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan 
kewajiban kedua belah pihak.  
22.       Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang 
mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha 
dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya 
perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan 
pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat 
buruh hanya dalam satu perusahaan.  
23.        Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan 
dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat 
buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. 
24.        Penutupan perusahaan (lock out) adalah tindakan pengusaha untuk menolak 
pekerja/buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan. 
25.        Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena 
suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban 
antara pekerja/buruh dan pengusaha. 
26.        Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. 
27.         Siang hari adalah waktu antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00. 
28.        1 (satu) hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam. 
29.         Seminggu adalah waktu selama 7 (tujuh) hari. 
30.         Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk 
uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 
pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian 
kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan 
bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang 
telah atau akan dilakukan. 
31.       Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau 
keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di 
luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat 
mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan 
sehat. 
32.       Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. 
33.        Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.  
 
BAB II 
LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN 
 
Pasal 2 
Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
  
Pasal 3 
Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui 
koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.  
  
Pasal 4 
Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:  
a.            memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; 
b.           mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang 
sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;  
c.            memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; 
dan 
d.            meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.  
  
BAB III 
KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA 
  
Pasal 5 
Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk 
memperoleh pekerjaan.  
  
Pasal 6 
Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari 
pengusaha.  
  
BAB IV 
PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN 
  
Pasal 7 
(1)         Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan 
dan menyusun perencanaan tenaga kerja. 
(2)         Perencanaan tenaga kerja meliputi : 
a.             perencanaan tenaga kerja makro; dan 
b.            perencanaan tenaga kerja mikro. 
(3)         Dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan 
ketenagakerjaan yang berkesinambungan, pemerintah harus berpedoman pada 
perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
  
Pasal 8 
(1)         Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang antara 
lain meliputi:  
a.              penduduk dan tenaga kerja;  
b.              kesempatan kerja;  
c.              pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja;  
d.              produktivitas tenaga kerja;  
e.              hubungan industrial;  
f.                kondisi lingkungan kerja;  
g.              pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan  
h.              jaminan sosial tenaga kerja.  
(2)         Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari 
semua pihak yang terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta.  
(3)         Ketentuan mengenai tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan dan 
penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
  
BAB V 
PELATIHAN KERJA 
  
Pasal 9 
Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan 
mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan 
kesejahteraan.  
  
Pasal 10 
(1)         Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan 
dunia usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.  
(2)         Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu 
pada standar kompetensi kerja.  
(3)         Pelatihan kerja dapat dilakukan secara berjenjang.  
(4)         Ketentuan mengenai tata cara penetapan standar kompetensi kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri. 
  
Pasal 11 
Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau 
mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya 
melalui pelatihan kerja. 
  
Pasal 12 
(1)         Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan 
kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja.  
(2)         Peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diwajibkan bagi pengusaha yang memenuhi persyaratan yang diatur dengan 
Keputusan Menteri.  
(3)         Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan 
kerja sesuai dengan bidang tugasnya. 
  
Pasal 13 
(1)         Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/atau 
lembaga pelatihan kerja swasta.  
(2)         Pelatihan kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja. 
(3)         Lembaga pelatihan kerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 
menyelenggarakan pelatihan kerja dapat bekerja sama dengan swasta. 
  
Pasal 14 
(1)        Lembaga pelatihan kerja swasta dapat berbentuk badan hukum Indonesia atau 
perorangan. 
(2)        Lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
memperoleh izin atau mendaftar ke instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan di kabupaten/kota.  
(3)        Lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah 
mendaftarkan kegiatannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan di kabupaten/kota.  
(4)        Ketentuan mengenai tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.  
  
Pasal 15 
Penyelenggara pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan : 
a.              tersedianya tenaga kepelatihan;  
b.              adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan;  
c.              tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja; dan  
d.             tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan pelatihan 
kerja. 
  
Pasal 16 
(1)         Lembaga pelatihan kerja swasta yang telah memperoleh izin dan lembaga pelatihan 
kerja pemerintah yang telah terdaftar dapat memperoleh akreditasi dari lembaga 
akreditasi.  
(2)         Lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen 
terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 
(3)         Organisasi dan tata kerja lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diatur dengan Keputusan Menteri.  
Pasal 17 
(1)         nstansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota dapat 
menghentikan sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja, apabila di 
dalam pelaksanaannya ternyata:  
a.            tidak sesuai dengan arah pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
9; dan/atau 
b.             tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. 
(2)         Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), disertai alasan dan saran perbaikan dan berlaku paling lama 
6 (enam) bulan. 
(3)         Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja hanya 
dikenakan terhadap program pelatihan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 15. 
(4)         Bagi penyelenggara pelatihan kerja dalam waktu 6 (enam) bulan tidak memenuhi 
dan melengkapi saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan 
sanksi penghentian program pelatihan. 
(5)         Penyelenggara pelatihan kerja yang tidak menaati dan tetap melaksanakan program 
pelatihan kerja yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dikenakan sanksi pencabutan izin dan pembatalan pendaftaran penyelenggara 
pelatihan.  
(6)         Ketentuan mengenai tata cara penghentian sementara, penghentian, pencabutan 
izin, dan pembatalan pendaftaran diatur dengan Keputusan Menteri.  
  
 
Pasal 18 
(1)         Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti 
pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga 
pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja.  
(2)         Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui sertifikasi kompetensi kerja. 
(3)         Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat pula diikuti 
oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman. 
(4)         Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional 
sertifikasi profesi yang independen. 
(5)         Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
  
Pasal 19 
Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat dilaksanakan dengan memperhatikan 
jenis, derajat kecacatan, dan kemampuan tenaga kerja penyandang cacat yang 
bersangkutan.  
  
Pasal 20 
(1)         Untuk mendukung peningkatan pelatihan kerja dalam rangka pembangunan 
ketenagakerjaan, dikembangkan satu sistem pelatihan kerja nasional yang 
merupakan acuan pelaksanaan pelatihan kerja di semua bidang dan/atau sektor.  
(2)         Ketentuan mengenai bentuk, mekanisme, dan kelembagaan sistem pelatihan kerja 
nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
  
Pasal 21 
Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan. 
  
Pasal 22 
(1)         Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan 
pengusaha yang dibuat secara tertulis. 
(2)         Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya 
memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu 
pemagangan. 
(3)         Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap tidak sah dan status peserta berubah 
menjadi pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan. 
  
Pasal 23 
Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan 
kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi. 
  
Pasal 24 
Pemagangan dapat dilaksanakan di perusahaan sendiri atau di tempat penyelenggaraan 
pelatihan kerja, atau perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. 
  
Pasal 25 
(1)         Pemagangan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia wajib mendapat izin dari 
Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 
(2)        Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara 
pemagangan harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(3)        Ketentuan mengenai tata cara perizinan pemagangan di luar wilayah Indonesia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan 
Menteri.  
  
Pasal 26 
(1)         Penyelenggaraan pemagangan di luar wilayah Indonesia harus memperhatikan : 
a.            harkat dan martabat bangsa Indonesia; 
b.            penguasaan kompetensi yang lebih tinggi; dan 
c.            perlindungan dan kesejahteraan peserta pemagangan, termasuk melaksanakan 
ibadahnya. 
(2)         Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan pelaksanaan pemagangan 
di luar wilayah Indonesia apabila di dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  
  
Pasal 27 
(1)         Menteri dapat mewajibkan kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk 
melaksanakan program pemagangan.  
(2)         Dalam menetapkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri 
harus memperhatikan kepentingan perusahaan, masyarakat, dan negara.  
  
Pasal 28 
(1)         Untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam penetapan kebijakan serta 
melakukan koordinasi pelatihan kerja dan pemagangan dibentuk lembaga 
koordinasi pelatihan kerja nasional.  
(2)         Pembentukan, keanggotaan, dan tata kerja lembaga koordinasi pelatihan kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Presiden. 
  
Pasal 29 
(1)         Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelatihan 
kerja dan pemagangan.  
(2)         Pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan ditujukan ke arah peningkatan 
relevansi, kualitas, dan efisiensi penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas.  
(3)         Peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 
pengembangan budaya produktif, etos kerja, teknologi, dan efisiensi kegiatan 
ekonomi, menuju terwujudnya produktivitas nasional.  
  
Pasal 30 
(1)         Untuk meningkatkan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) 
dibentuk lembaga produktivitas yang bersifat nasional.  
(2)         Lembaga produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk jejaring 
kelembagaan pelayanan peningkatan produktivitas, yang bersifat lintas sektor 
maupun daerah. 
(3)         Pembentukan, keanggotan, dan tata kerja lembaga produktivitas nasional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Presiden.  
  
BAB VI 
PENEMPATAN TENAGA KERJA 
  
Pasal 31 
Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, 
mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam 
atau di luar negeri.  
  
Pasal 32 
(1)         Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, 
serta adil, dan setara tanpa diskriminasi. 
(2)         Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan 
yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan 
dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.  
(3)         Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan 
kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program 
nasional dan daerah.  
  
 
Pasal 33 
Penempatan tenaga kerja terdiri dari : 
a.             penempatan tenaga kerja di dalam negeri; dan 
b.             penempatan tenaga kerja di luar negeri. 
  
 
Pasal 34 
Ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 33 huruf b diatur dengan undang-undang. 
 Pasal 35 
(1)         Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja 
yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja.  
(2)         Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja  
(3)         Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga 
kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, 
dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.  
  
Pasal 36 
(1)         Penempatan tenaga kerja oleh pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 
ayat (1) dilakukan dengan memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja.  
(2)         Pelayanan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat 
terpadu dalam satu sistem penempatan tenaga kerja yang meliputi unsur-unsur :  
a.             pencari kerja; 
b.             lowongan pekerjaan; 
c.             informasi pasar kerja; 
d.             mekanisme antar kerja; dan 
e.              kelembagaan penempatan tenaga kerja. 
(3)         Unsur-unsur sistem penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat dilaksanakan secara terpisah yang ditujukan untuk terwujudnya penempatan 
tenaga kerja. 
  
Pasal 37 
(1)         Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) 
terdiri dari : 
a.             instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan 
b.             lembaga swasta berbadan hukum.  
(2)         Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dalam melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja wajib memiliki 
izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.  
  
Pasal 38 
(1)         Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) 
huruf a, dilarang memungut biaya penempatan, baik langsung maupun tidak 
langsung, sebagian atau keseluruhan kepada tenaga kerja dan pengguna tenaga 
kerja.  
(2)         Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 
ayat (1) huruf b, hanya dapat memungut biaya penempatan tenaga kerja dari 
pengguna tenaga kerja dan dari tenaga kerja golongan dan jabatan tertentu. 
(3)         Golongan dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 
Keputusan Menteri.  
  
BAB VII 
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA 
  
Pasal 39 
(1)         Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di 
dalam maupun di luar hubungan kerja.  
(2)         Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan kesempatan 
kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.  
(3)         Semua kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah di setiap sektor diarahkan 
untuk mewujudkan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar 
hubungan kerja.  
(4)         Lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan, dan dunia usaha perlu 
membantu dan memberikan kemudahan bagi setiap kegiatan masyarakat yang dapat 
menciptakan atau mengembangkan perluasan kesempatan kerja.  
  
Pasal 40 
(1)         Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui penciptaan 
kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber 
daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna.  
(2)         Penciptaan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, 
penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, dan pendayagunaan 
tenaga kerja sukarela atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan 
kesempatan kerja.  
  
Pasal 41 
(1)         Pemerintah menetapkan kebijakan ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan 
kerja.  
(2)         Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengawasi pelaksanaan kebijakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3)         Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk 
badan koordinasi yang beranggotakan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.  
(4)         Ketentuan mengenai perluasan kesempatan kerja, dan pembentukan badan 
koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan ayat (3) dalam 
pasal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
  
BAB VIII 
PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING 
  
Pasal 42 
(1)         Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin 
tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.  
(2)         Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.  
(3)         Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi 
perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai 
diplomatik dan konsuler. 
(4)         Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja 
untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.  
(5)         Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.  
(6)         Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang masa kerjanya habis 
dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.  
  
Pasal 43 
(1)         Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana 
penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang 
ditunjuk.  
(2)         Rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sekurang-kurangnya memuat keterangan : 
a.            alasan penggunaan tenaga kerja asing; 
b.            jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi 
perusahaan yang bersangkutan; 
c.             jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing; dan 
d.            penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga 
kerja asing yang dipekerjakan. 
(3)         Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi istansi 
pemerintah, badan-badan internasional dan perwakilan negara asing.  
(4)         Ketentuan mengenai tata cara pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing 
diatur dengan Keputusan Menteri.  
  
Pasal 44 
(1)         Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan 
standar kompetensi yang berlaku.  
(2)        Ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.  
  
Pasal 45 
(1)         Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib : 
a.            menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping 
tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian 
dari tenaga kerja asing; dan  
b.            melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia 
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan 
yang diduduki oleh tenaga kerja asing. 
(2)        Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kerja 
asing yang menduduki jabatan direksi dan/atau komisaris. 
  
Pasal 46 
 
(1)         Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia 
dan/atau jabatan-jabatan tertentu. 
(2)          Jabatan-jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Keputusan Menteri 
  
Pasal 47 
 
(1)         Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang 
dipekerjakannya. 
(2)         Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan 
internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di 
lembaga pendidikan. 
(3)         Ketentuan mengenai jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri. 
(4)         Ketentuan mengenai besarnya kompensasi dan penggunaannya diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.  
  
Pasal 48 
 
Pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memulangkan tenaga kerja 
asing ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir.  
 
 
Pasal 49 
 
Ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing serta pelaksanaan pendidikan dan 
pelatihan tenaga kerja pendamping diatur dengan Keputusan Presiden. 
  
 
BAB IX 
HUBUNGAN KERJA 
  
Pasal 50 
Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan 
pekerja/buruh. 
  
Pasal 51 
(1)          Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.  
(2)         Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
  
Pasal 52 
(1)         Perjanjian kerja dibuat atas dasar : 
a.             kesepakatan kedua belah pihak; 
b.             kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;  
c.             adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan  
d.            pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, 
kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(2)         Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan.  
(3)         Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum.  
  
Pasal 53 
Segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja 
dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha.  
  
Pasal 54 
(1)        Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat : 
a.             nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;  
b.             nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;  
c.             jabatan atau jenis pekerjaan; 
d.             tempat pekerjaan;  
e.             besarnya upah dan cara pembayarannya; 
f.              syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/ 
buruh; 
g.             mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; 
h.             tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan 
i.               tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. 
(2)         Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan 
f, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(3)         Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya 
rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh 
dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja. 
  
Pasal 55 
Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para 
pihak. 
  
Pasal 56 
(1)         Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.  
(2)         Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didasarkan atas : 
a.            jangka waktu; atau 
b.            selesainya suatu pekerjaan tertentu. 
  
Pasal 57 
(1)         Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus 
menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.  
(2)         Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai 
perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.  
(3)         Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, 
apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang 
berlaku perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia. 
  
Pasal 58 
(1)         Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa 
percobaan kerja. 
(2)         Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum. 
  
Pasal 59 
(1)         Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu 
yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu 
tertentu, yaitu : 
a.            pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; 
b.           pekerjaaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu 
lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; 
c.            pekerjaan yang bersifat musiman; atau 
d.            pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk 
tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. 
(2)         Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang 
bersifat tetap.  
(3)         Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui. 
(4)         Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat 
diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) 
kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.  
(5)         Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu 
tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir 
telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang 
bersangkutan.  
(6)        Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi 
masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu 
tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh 
dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.  
(7)        Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum 
menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. 
(8)        Hal-hal lain yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Menteri.  
  
Pasal 60 
(1)         Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan 
kerja paling lama 3 (tiga) bulan. 
(2)         Dalam masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha 
dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku. 
  
Pasal 61 
(1)         Perjanjian kerja berakhir apabila :  
a.            pekerja meninggal dunia;  
b.           berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;  
c.            adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap; atau 
d.           adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian 
kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat 
menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. 
(2)        Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak 
atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah.  
(3)        Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi 
tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian 
pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh.  
(4)        Dalam hal pengusaha, orang perseorangan, meninggal dunia, ahli waris pengusaha 
dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan dengan pekerja/buruh.  
(5)        Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/buruh berhak 
mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan 
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.  
  
Pasal 62 
Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu 
yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja 
bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang 
mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya 
sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian 
kerja.  
Pasal 63 
(1)         Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka 
pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang 
bersangkutan.  
(2)         Surat pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang- kurangnya 
memuat keterangan :  
a.            nama dan alamat pekerja/buruh;  
b.            tanggal mulai bekerja;  
c.            jenis pekerjaan; dan  
d.            besarnya upah.  
  
Pasal 64 
Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan 
lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh 
yang dibuat secara tertulis.  
  
Pasal 65 
(1)         Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan 
melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. 
(2)         Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :  
a.            dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; 
b.            dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi 
pekerjaan; 
c.             merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan 
d.             tidak menghambat proses produksi secara langsung.  
(3)         Perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan 
hukum. 
(4)         Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya sama dengan 
perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
(5)         Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.  
(6)         Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan 
pekerja/buruh yang dipekerjakannya.  
(7)         Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat didasarkan atas 
perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.  
(8)         Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), tidak 
terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan 
perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh 
dengan perusahaan pemberi pekerjaan.  
(9)         Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (8), maka hubungan kerja pekerja/buruh dengan pemberi 
pekerjaan sesuai dengan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7).  
  
Pasal 66 
 
(1)         Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan 
oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang 
berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa 
penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.  
(2)         Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang 
tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat 
sebagai berikut : 
a.            adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh;  
b.            perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud 
pada huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja 
waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua 
belah pihak; 
c.             perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan 
yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; 
dan 
d.            perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan 
lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat 
secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam 
undang-undang ini. 
(3)         Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan 
memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 
(4)         Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf 
b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan 
kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih 
menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan.  
  
BAB X 
PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN 
Bagian Kesatu 
Perlindungan 
Paragraf 1 
Penyandang Cacat 
  
Pasal 67 
(1)         Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan 
perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.  
(2)         Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
  
Paragraf 2 
Anak 
  
Pasal 68 
Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.  
  
Pasal 69 
(1)         Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak 
berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk 
melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan 
kesehatan fisik, mental, dan sosial. 
(2)         Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan : 
a.            izin tertulis dari orang tua atau wali; 
b.            perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; 
c.             waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; 
d.            dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; 
e.             keselamatan dan kesehatan kerja; 
f.              adanya hubungan kerja yang jelas; dan 
g.             menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
(3)         Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, f dan g dikecualikan 
bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.  
  
Pasal 70 
 
(1)        Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari 
kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. 
(2)        Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) 
tahun. 
(3)        Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat : 
a.            diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta 
bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan  
b.            diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.  
  
Pasal 71 
 
(1)         Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.  
(2)         Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
memenuhi syarat : 
a.           di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali; 
b.           waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan 
c.            kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, 
sosial, dan waktu sekolah. 
(3)         Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.  
 Pasal 72 
Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat 
kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.  
  
Pasal 73 
 
Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan 
sebaliknya. 
Pasal 74 
 
(1)         Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan 
yang terburuk.  
(2)         Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :  
a.             segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya; 
b.            segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak 
untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian; 
c.            segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak 
untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan 
zat adiktif lainnya; dan/atau  
d.           semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral 
anak. 
(3)         Jenis-jenis pekerjaaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral 
anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan 
Menteri.  
  
Pasal 75 
 
(1)         Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di 
luar hubungan kerja.  
(2)         Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.  
Paragraf 3 
Perempuan 
  
Pasal 76 
(1)         Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun 
dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 s.d. 07.00.  
(2)         Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut 
keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya 
maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 s.d. pukul 07.00.  
(3)         Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 s.d. 
pukul 07.00 wajib :  
a.            memberikan makanan dan minuman bergizi; dan 
b.            menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. 
(4)         Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh 
perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 s.d. pukul 05.00.  
(5)         Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan 
Keputusan Menteri. 
  
Paragraf 4 
Waktu Kerja 
  
Pasal 77 
(1)         Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.  
(2)         Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :  
a.            7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 
(enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau  
b.            8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 
5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. 
(3)         Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi 
sektor usaha atau pekerjaan tertentu.  
(4)         Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.  
  
Pasal 78 
(1)         Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat : 
a.            ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan 
b.            waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 
1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu. 
(2)         Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.  
(3)         Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak 
berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.  
(4)         Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.  
  
Pasal 79 
(1)         Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh. 
(2)         Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : 
a.            istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja 
selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak 
termasuk jam kerja;  
b.            istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) 
minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; 
c.            cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah 
pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara 
terus menerus; dan 
d.            istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada 
tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh 
yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada 
perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak 
lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya 
berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.  
(3)         Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.  
(4)         Hak istirahat panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d hanya berlaku 
bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan tertentu.  
(5)         Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Keputusan 
Menteri.  
  
Pasal 80 
Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk 
melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.  
  
Pasal 81 
(1)         Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan 
memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan 
kedua pada waktu haid.  
(2)         Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.  
  
Pasal 82 
(1)         Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) 
bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah 
melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.  
(2)         Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak 
memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan 
dokter kandungan atau bidan.  
  
Pasal 83 
Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan 
sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja. 
 Pasal 84 
Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, c, dan d, Pasal 80, dan Pasal 82 berhak mendapat upah 
penuh.  
  
Pasal 85 
(1)        Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi. 
(2)        Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari-hari libur 
resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan 
secara terus-menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara 
pekerja/buruh dengan pengusaha.  
(3)        Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada 
hari libur resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar upah kerja 
lembur.  
(4)        Ketentuan mengenai jenis dan sifat pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diatur dengan Keputusan Menteri.  
  
Paragraf 5 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
  
Pasal 86 
(1)         Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:  
a.           keselamatan dan kesehatan kerja;  
b.          moral dan kesusilaan; dan  
c.           perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai 
agama. 
(2)         Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas 
kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.  
(3)         Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
  
Pasal 87 
(1)         Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan 
kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.  
(2)  Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
Bagian Kedua 
Pengupahan 
  
Pasal 88 
(1)         Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.  
(2)         Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah menetapkan 
kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.  
(3)         Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) meliputi :  
a.            upah minimum;  
b.            upah kerja lembur;  
c.            upah tidak masuk kerja karena berhalangan;  
d.            upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; 
e.            upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;  
f.             bentuk dan cara pembayaran upah;  
g.            denda dan potongan upah;  
h.            hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;  
i.              struktur dan skala pengupahan yang proporsional;  
j.              upah untuk pembayaran pesangon; dan 
k.            upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 
(4)         Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 
a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan 
pertumbuhan ekonomi. 
  
Pasal 89 
(1)         Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat 
terdiri atas :  
a.            upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; 
b.            upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau 
kabupaten/kota; 
(2)         Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan kepada pencapaian 
kebutuhan hidup layak. 
(3)         Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur 
dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau 
Bupati/Walikota. 
(4)         Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri. 
  
Pasal 90 
(1)         Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 89. 
(2)         Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan. 
(3)         Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 
Keputusan Menteri. 
  
Pasal 91 
 
(1)         Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan 
pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari 
ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
(2)         Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih rendah atau 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal 
demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
  
Pasal 92 
 
(1)         Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, 
jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.  
(2)         Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan 
kemampuan perusahaan dan produktivitas. 
(3)         Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Keputusan Menteri. 
  
Pasal 93 
 
(1)        Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan. 
(2)        Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib 
membayar upah apabila :  
a.      pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; 
b.      pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya 
sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;  
c.      pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, 
mengkhitankan, membabtiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran 
kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua 
atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;  
d. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan karena sedang menjalankan 
kewajiban terhadap negarapekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan 
karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara; 
e. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah 
yang diperintahkan agamanya; 
f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi 
pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun 
halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha; 
g. pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat; 
h. pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan 
pengusaha; dan  
i. pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan. 
 
(3)         Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a sebagai berikut :  
a.            untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari upah; 
b.            untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari 
upah; 
c.            untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah; 
dan 
d.            untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah 
sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha. 
(4)         Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut :  
a.             pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari;  
b.             menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;  
c.             mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;  
d.             membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;  
e.             isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 (dua) 
hari;  
f.              suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, 
dibayar untuk selama 2 (dua) hari; dan  
g.            anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk selama 1 
(satu) hari.  
(5)         Pengaturan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.  
  
Pasal 94 
 
Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya 
upah pokok sedikit  dikitnya 75 % ( tujuh puluh lima perseratus ) dari jumlah upah 
pokok dan tunjangan tetap. 
  
Pasal 95 
(1)         Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau 
kelalaiannya dapat dikenakan denda.  
(2)         Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan 
keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase 
tertentu dari upah pekerja/buruh.  
(3)         Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh, 
dalam pembayaran upah.  
(4)         Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari 
pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. 
  
Pasal 96 
Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari 
hubungan kerja menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun 
sejak timbulnya hak.  
  
Pasal 97 
Ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup 
layak, dan perlindungan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, penetapan 
upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, dan pengenaan denda 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
Pasal 98 
(1)         Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan 
yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan sistem 
pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan 
Kabupaten/Kota.  
(2)         Keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 
unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, perguruan 
tinggi, dan pakar.  
(3)         Keanggotaan Dewan Pengupahan tingkat Nasional diangkat dan diberhentikan oleh 
Presiden, sedangkan keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi, Kabupaten/Kota 
diangkat dan diberhentikan oleh Gubenur/Bupati/ Walikota.  
(4)         Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, komposisi keanggotaan, tata cara 
pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan, serta tugas dan tata kerja Dewan 
Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan 
Keputusan Presiden.  
  
Bagian Ketiga 
Kesejahteraan 
  
Pasal 99 
(1)         Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial 
tenaga kerja.  
(2)         Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
  
Pasal 100 
(1)         Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha 
wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.  
(2)         Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilak-
sanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan 
perusahaan. 
(3)         Ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai dengan 
kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
  
Pasal 101 
(1)         Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh, dibentuk koperasi pekerja/buruh 
dan usaha-usaha produktif di perusahaan.  
(2)         Pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh 
berupaya menumbuhkembangkan koperasi pekerja/buruh, dan mengembangkan 
usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  
(3)         Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
(4)         Upaya-upaya untuk menumbuhkembangkan koperasi pekerja/buruh sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
  
BAB XI 
HUBUNGAN INDUSTRIAL 
Bagian Kesatu 
Umum 
  
Pasal 102 
 
(1)         Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi 
menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan 
melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan 
ketenagakerjaan. 
(2)         Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat 
pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan 
kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan 
aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta 
ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta 
keluarganya.  
(3)         Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi pengusahanya 
mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas 
lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, 
demokratis, dan berkeadilan.  
  
Pasal 103 
 
Hubungan Industrial dilaksanakan melalui sarana :  
a.            serikat pekerja/serikat buruh;  
b.            organisasi pengusaha;  
c.             lembaga kerja sama bipartit;  
d.             lembaga kerja sama tripartit;  
e.             peraturan perusahaan;  
f.              perjanjian kerja bersama;  
g.            peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan  
h.            lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.  
  
Bagian Kedua 
Serikat Pekerja/Serikat Buruh 
  
Pasal 104 
 
(1)         Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat 
pekerja/serikat buruh.  
(2)         Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, serikat 
pekerja/serikat buruh berhak menghimpun dan mengelola keuangan serta 
mempertanggungjawabkan keuangan organisasi termasuk dana mogok. 
(3)         Besarnya dan tata cara pemungutan dana mogok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga serikat 
pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.  
  
Bagian Ketiga 
Organisasi Pengusaha 
  
Pasal 105 
 (1)         Setiap pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha.  
(2)         Ketentuan mengenai organisasi pengusaha diatur sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  
  
Bagian Keempat 
Lembaga Kerja Sama Bipartit 
  
Pasal 106 
(1)            Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh atau 
lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit.  
(2)         Lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi 
sebagai forum komunikasi, dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di 
perusahaan.  
(3)         Susunan keanggotaan lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) terdiri dari unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh yang ditunjuk oleh 
pekerja/buruh secara demokratis untuk mewakili kepentingan pekerja/buruh di 
perusahaan yang bersangkutan. 
(4)         Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan susunan keanggotaan lembaga 
kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan 
Keputusan Menteri.  
  
Bagian Kelima 
Lembaga Kerja Sama Tripartit 
  
Pasal 107 
(1)         Lembaga kerja sama tripartit memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat 
kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan 
masalah ketenagakerjaan.  
(2)         Lembaga Kerja sama Tripartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :  
a.            Lembaga Kerja sama Tripartit Nasional, Provinsi, dan Kabupaten / Kota; dan  
b.            Lembaga Kerja sama Tripartit Sektoral Nasional, Provinsi, dan 
Kabupaten/Kota.  
(3)        Keanggotaan Lembaga Kerja sama Tripartit terdiri dari unsur pemerintah, 
organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.  
(4)        Tata kerja dan susunan organisasi Lembaga Kerja sama Tripartit sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.  
  
Bagian Keenam 
Peraturan Perusahaan 
  
Pasal 108 
a.            Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) 
orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan 
oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.  
b.            Kewajiban membuat peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama.  
  
Pasal 109 
Peraturan perusahaan disusun oleh dan menjadi tanggung jawab dari pengusaha yang 
bersangkutan.  
  
Pasal 110 
(1)         Peraturan perusahaan disusun dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari 
wakil pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.  
(2)         Dalam hal di perusahaan yang bersangkutan telah terbentuk serikat pekerja/serikat 
buruh maka wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pengurus serikat pekerja/serikat buruh.  
(3)         Dalam hal di perusahaan yang bersangkutan belum terbentuk serikat pekerja/serikat 
buruh, wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pekerja/buruh yang dipilih secara demokratis untuk mewakili kepentingan para 
pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.  
Pasal 111 
(1)        Peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat :  
a.            hak dan kewajiban pengusaha;  
b.            hak dan kewajiban pekerja/buruh;  
c.             syarat kerja;  
d.             tata tertib perusahaan; dan  
e.             jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.  
(2)         Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(3)         Masa berlaku peraturan perusahaan paling lama 2 (dua) tahun dan wajib 
diperbaharui setelah habis masa berlakunya.  
(4)         Selama masa berlakunya peraturan perusahaan, apabila serikat pekerja/ serikat 
buruh di perusahaan menghendaki perundingan pembuatan perjanjian kerja 
bersama, maka pengusaha wajib melayani.  
(5)         Dalam hal perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) tidak mencapai kesepakatan, maka peraturan perusahaan 
tetap berlaku sampai habis jangka waktu berlakunya.  
  
Pasal 112 
(1)         Pengesahan peraturan perusahaan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) harus sudah diberikan dalam 
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak naskah peraturan perusahaan 
diterima.  
(2)         Apabila peraturan perusahaan telah sesuai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 111 
ayat (1) dan ayat (2), maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sudah terlampaui dan peraturan perusahaan belum disahkan 
oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, maka peraturan perusahaan dianggap telah 
mendapatkan pengesahan.  
(3)         Dalam hal peraturan perusahaan belum memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk 
harus memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha mengenai perbaikan 
peraturan perusahaan. 
(4)         Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan 
diterima oleh pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengusaha wajib 
menyampaikan kembali peraturan perusahaan yang telah diperbaiki kepada Menteri 
atau pejabat yang ditunjuk. 
  
Pasal 113 
(1)         Perubahan peraturan perusahaan sebelum berakhir jangka waktu berlakunya hanya 
dapat dilakukan atas dasar kesepakatan antara pengusaha dan wakil pekerja/buruh. 
(2)         Peraturan perusahaan hasil perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
mendapat pengesahan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.  
  
Pasal 114 
Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah 
peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh.  
  
Pasal 115 
Ketentuan mengenai tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan diatur 
dengan Keputusan Menteri.  
  
 
Bagian Ketujuh 
Perjanjian Kerja Bersama 
  
Pasal 116 
(1)         Perjanjian kerja bersama dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa 
serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung 
jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha.  
(2)         Penyusunan perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan secara musyawarah.  
(3)         Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat secara 
tertulis dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.  
(4)         Dalam hal terdapat perjanjian kerja bersama yang dibuat tidak menggunakan 
bahasa Indonesia, maka perjanjian kerja bersama tersebut harus diterjemahkan 
dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah dan terjemahan tersebut 
dianggap sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).  
  
Pasal 117 
Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) tidak mencapai 
kesepakatan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui prosedur penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial.  
  
Pasal 118 
Dalam 1 (satu) perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) perjanjian kerja bersama yang 
berlaku bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan.  
  
Pasal 119 
(1)         Dalam hal di satu perusahaan hanya terdapat satu serikat pekerja/serikat buruh, 
maka serikat pekerja/serikat buruh tersebut berhak mewakili pekerja/buruh dalam 
perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama dengan pengusaha apabila 
memiliki jumlah anggota lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh 
pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan. 
(2)         Dalam hal di satu perusahaan hanya terdapat satu serikat pekerja/serikat buruh 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi tidak memiliki jumlah anggota lebih 
dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan 
maka serikat pekerja/serikat buruh dapat mewakili pekerja/buruh dalam 
perundingan dengan pengusaha apabila serikat pekerja/serikat buruh yang 
bersangkutan telah mendapat dukungan lebih 50% (lima puluh perseratus) dari 
jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan melalui pemungutan suara.  
(3)         Dalam hal dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai maka 
serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan dapat mengajukan kembali 
permintaan untuk merundingkan perjanjian kerja bersama dengan pengusaha 
setelah melampaui jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak dilakukannya 
pemungutan suara dengan mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2). 
  
 
Pasal 120 
 
(1)         Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat 
buruh maka yang berhak mewakili pekerja/buruh melakukan perundingan dengan 
pengusaha yang jumlah keanggotaannya lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari 
seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut.  
(2)         Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka 
serikat pekerja/serikat buruh dapat melakukan koalisi sehingga tercapai jumlah 
lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di 
perusahaan tersebut untuk mewakili dalam perundingan dengan pengusaha.  
(3)         Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) tidak 
terpenuhi, maka para serikat pekerja/serikat buruh membentuk tim perunding yang 
keanggotaannya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah anggota 
masing-masing serikat pekerja/serikat buruh. 
  
Pasal 121 
Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan 
Pasal 120 dibuktikan dengan kartu tanda anggota.  
  
Pasal 122 
Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) diselenggarakan oleh 
panitia yang terdiri dari wakil-wakil pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat 
buruh yang disaksikan oleh pihak pejabat yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan dan pengusaha. 
  
Pasal 123 
(1)         Masa berlakunya perjanjian kerja bersama paling lama 2 (dua) tahun.  
(2)         Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 
masa berlakunya paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara 
pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh. 
(3)         Perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama berikutnya dapat dimulai paling 
cepat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja bersama yang sedang 
berlaku.  
(4)         Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai 
kesepakatan maka perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku, tetap berlaku 
untuk paling lama 1 (satu) tahun.  
  
Pasal 124 
(1)         Perjanjian kerja bersama paling sedikit memuat :  
a.            hak dan kewajiban pengusaha; 
b.            hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh; 
c.             jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama; dan 
d.             tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama. 
(2)         Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
(3)         Dalam hal isi perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka ketentuan yang 
bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam 
peraturan perundang-undangan.  
  
Pasal 125 
Dalam hal kedua belah pihak sepakat mengadakan perubahan perjanjian kerja bersama, 
maka perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja 
bersama yang sedang berlaku. 
Pasal 126 
(1)         Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja/buruh wajib melaksanakan 
ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama. 
(2)         Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan isi perjanjian 
kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja/buruh.  
(3)         Pengusaha harus mencetak dan membagikan naskah perjanjian kerja bersama 
kepada setiap pekerja/buruh atas biaya perusahaan. 
  
Pasal 127 
(1)         Perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha dan pekerja/buruh tidak boleh 
bertentangan dengan perjanjian kerja bersama. 
(2)         Dalam hal ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertentangan dengan perjanjian kerja bersama, maka ketentuan dalam perjanjian 
kerja tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam 
perjanjian kerja bersama.  
  
Pasal 128 
Dalam hal perjanjian kerja tidak memuat aturan-aturan yang diatur dalam perjanjian kerja 
bersama maka yang berlaku adalah aturan-aturan dalam perjanjian kerja bersama.  
  
Pasal 129 
 
(1)         Pengusaha dilarang mengganti perjanjian kerja bersama dengan peraturan 
perusahaan, selama di perusahaan yang bersangkutan masih ada serikat 
pekerja/serikat buruh. 
(2)         Dalam hal di perusahaan tidak ada lagi serikat pekerja/serikat buruh dan perjanjian 
kerja bersama diganti dengan peraturan perusahaan, maka ketentuan yang ada 
dalam peraturan perusahaan tidak boleh lebih rendah dari ketentuan yang ada dalam 
perjanjian kerja bersama.  
  
Pasal 130 
 
(1)         Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah berakhir masa berlakunya akan 
diperpanjang atau diperbaharui dan di perusahaan tersebut hanya terdapat 1 (satu) 
serikat pekerja/serikat buruh, maka perpanjangan atau pembuatan pembaharuan 
perjanjian kerja bersama tidak mensyaratkan ketentuan dalam Pasal 119.  
(2)         Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah berakhir masa berlakunya akan 
diperpanjang atau diperbaharui dan di perusahaan tersebut terdapat lebih dari 1 
(satu) serikat pekerja/serikat buruh dan serikat pekerja/serikat buruh yang dulu 
berunding tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal 120 ayat (1), maka perpanjangan 
atau pembuatan pembaharuan perjanjian kerja bersama dilakukan oleh serikat 
pekerja/serikat buruh yang anggotanya lebih 50% (lima puluh perseratus) dari 
jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan bersama-sama dengan serikat 
pekerja/serikat buruh yang membuat perjanjian kerja bersama terdahulu dengan 
membentuk tim perunding secara proporsional.  
(3)         Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah berakhir masa berlakunya akan 
diperpanjang atau diperbaharui dan di perusahaan tersebut terdapat lebih dari 1 
(satu) serikat pekerja/serikat buruh dan tidak satupun serikat pekerja/serikat buruh 
yang ada memenuhi ketentuan Pasal 120 ayat (1), maka perpanjangan atau 
pembuatan pembaharuan perjanjian kerja bersama dilakukan menurut ketentuan 
Pasal 120 ayat (2) dan ayat (3).  
  
Pasal 131 
 
(1)         Dalam hal terjadi pembubaran serikat pekerja/serikat buruh atau pengalihan 
kepemilikan perusahaan maka perjanjian kerja bersama tetap berlaku sampai 
berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja bersama.  
(2)         Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan (merger) dan masing-masing 
perusahaan mempunyai perjanjian kerja bersama maka perjanjian kerja bersama 
yang berlaku adalah perjanjian kerja bersama yang lebih menguntungkan 
pekerja/buruh.  
(3)         Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan (merger) antara perusahaan yang 
mempunyai perjanjian kerja bersama dengan perusahaan yang belum mempunyai 
perjanjian kerja bersama maka perjanjian kerja bersama tersebut berlaku bagi 
perusahaan yang bergabung (merger) sampai dengan berakhirnya jangka waktu 
perjanjian kerja bersama.  
  
Pasal 132 
 
(1)         Perjanjian kerja bersama mulai berlaku pada hari penandatanganan kecuali 
ditentukan lain dalam perjanjian kerja bersama tersebut.  
(2)         Perjanjian kerja bersama yang ditandatangani oleh pihak yang membuat perjanjian 
kerja bersama selanjutnya didaftarkan oleh pengusaha pada instansi yang 
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.  
  
Pasal 133 
 
Ketentuan mengenai persyaratan serta tata cara pembuatan, perpanjangan, perubahan, dan 
pendaftaran perjanjian kerja bersama diatur dengan Keputusan Menteri.  
  
Pasal 134 
 
Dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha, 
pemerintah wajib melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-
undangan ketenagakerjaan. 
  
Pasal 135 
 
Pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam mewujudkan 
hubungan industrial merupakan tanggung jawab pekerja/buruh, pengusaha, dan 
pemerintah.  
  
Bagian Kedelapan 
Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 
Paragraf 1 
Perselisihan Hubungan Industrial 
  
Pasal 136 
(1)         Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha 
dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk 
mufakat.  
(2)         Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat 
pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui 
prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-
undang.  
  
Paragraf 2 
Mogok Kerja 
  
Pasal 137 
Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan 
secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.  
  
Pasal 138 
(1)         Pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh yang bermaksud mengajak 
pekerja/buruh lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan 
dengan tidak melanggar hukum.  
(2)         Pekerja/buruh yang diajak mogok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 
memenuhi atau tidak memenuhi ajakan tersebut.  
  
Pasal 139 
Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan yang 
melayani kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan 
keselamatan jiwa manusia diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu 
kepentingan umum dan/atau membahayakan keselamatan orang lain. 
  
Pasal 140 
(1)         Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja 
dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib 
memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung 
jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. 
(2)         Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat : 
a.            waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja; 
b.           tempat mogok kerja; 
c.            alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja; dan 
d.            tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan 
sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok 
kerja. 
(3)         Dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja/buruh yang tidak menjadi 
anggota serikat pekerja/serikat buruh, maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditandatangani oleh perwakilan pekerja/buruh yang ditunjuk sebagai 
koordinator dan/atau penanggung jawab mogok kerja. 
(4)         Dalam hal mogok kerja dilakukan tidak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
maka demi menyelamatkan alat produksi dan aset perusahaan, pengusaha dapat 
mengambil tindakan sementara dengan cara : 
a.            melarang para pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi kegiatan 
proses produksi; atau 
b.            bila dianggap perlu melarang pekerja/buruh yang mogok kerja berada di 
lokasi perusahaan.  
Pasal 141 
(1)         Instansi pemerintah dan pihak perusahaan yang menerima surat pemberitahuan 
mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 wajib memberikan tanda 
terima. 
(2)         Sebelum dan selama mogok kerja berlangsung, instansi yang bertanggung jawab di 
bidang ketenagakerjaan wajib menyelesaikan masalah yang menyebabkan 
timbulnya pemogokan dengan mempertemukan dan merundingkannya dengan para 
pihak yang berselisih. 
(3)         Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan 
kesepakatan, maka harus dibuatkan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh 
para pihak dan pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan sebagai saksi. 
(4)         Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan 
kesepakatan, maka pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan segera menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya mogok 
kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang 
berwenang. 
(5)         Dalam hal perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), maka atas dasar perundingan antara pengusaha dengan serikat 
pekerja/serikat buruh atau penanggung jawab mogok kerja, mogok kerja dapat 
diteruskan atau dihentikan untuk sementara atau dihentikan sama sekali. 
  
Pasal 142 
(1)          Mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 139 dan Pasal 140 adalah mogok kerja tidak sah. 
(2)          Akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) akan diatur dengan Keputusan Menteri. 
  
Pasal 143 
(1)         Siapapun tidak dapat menghalang-halangi pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat 
buruh untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan 
damai. 
(2)         Siapapun dilarang melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap 
pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang melakukan mogok 
kerja secara sah, tertib, dan damai sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
  
Pasal 144 
Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 140, pengusaha dilarang : 
a.            mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari 
luar perusahaan; atau 
b.            memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada 
pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dan sesudah 
melakukan mogok kerja. 
  
Pasal 145 
Dalam hal pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan 
tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha, pekerja/buruh 
berhak mendapatkan upah.  
  
Paragraf 3 
Penutupan Perusahaan (lock-out) 
  
Pasal 146 
(1)        Penutupan perusahaan (lock out) merupakan hak dasar pengusaha untuk menolak 
pekerja/buruh sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai 
akibat gagalnya perundingan.  
(2)        Pengusaha tidak dibenarkan melakukan penutupan perusahaan (lock out) sebagai 
tindakan balasan sehubungan adanya tuntutan normatif dari pekerja/buruh dan/atau 
serikat pekerja/serikat buruh.  
(3)        Tindakan penutupan perusahaan (lock out) harus dilakukan sesuai dengan 
ketentuan hukum yang berlaku. 
  
Pasal 147 
Penutupan perusahaan (lock out) dilarang dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang 
melayani kepentingan umum dan/atau jenis kegiatan yang membahayakan keselamatan 
jiwa manusia, meliputi rumah sakit, pelayanan jaringan air bersih, pusat pengendali 
telekomunikasi, pusat penyedia tenaga listrik, pengolahan minyak dan gas bumi, serta 
kereta api.  
  
Pasal 148 
(1)         Pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada pekerja/buruh dan/atau 
serikat pekerja/serikat buruh, serta instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan setempat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum 
penutupan perusahaan (lock out) dilaksanakan. 
(2)         Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat : 
a.            waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri penutupan perusahaan 
(lock out); dan 
b.            alasan dan sebab-sebab melakukan penutupan perusahaan (lock out). 
(3)         Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh 
pengusaha dan/atau pimpinan perusahaan yang bersangkutan.  
  
 
Pasal 149 
 
(1)         Pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dan instansi yang bertanggung 
jawab di bidang ketenagakerjaan yang menerima secara langsung surat 
pemberitahuan penutupan perusahaan (lock out) sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 148 harus memberikan tanda bukti penerimaan dengan mencantumkan hari, 
tanggal, dan jam penerimaan.  
(2)         Sebelum dan selama penutupan perusahaan (lock out) berlangsung, instansi yang 
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan berwenang langsung menyelesaikan 
masalah yang menyebabkan timbulnya penutupan perusahaan (lock out) dengan 
mempertemukan dan merundingkannya dengan para pihak yang berselisih.  
(3)         Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan 
kesepakatan, maka harus dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para 
pihak dan pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 
sebagai saksi.  
(4)         Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan 
kesepakatan, maka pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan segera menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya 
penutupan perusahaan (lock out) kepada lembaga penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial.  
(5)         Apabila perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), maka atas dasar perundingan antara pengusaha dan serikat pekerja/serikat 
buruh, penutupan perusahaan (lock out) dapat diteruskan atau dihentikan untuk 
sementara atau dihentikan sama sekali.  
(6)         Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diperlukan 
apabila : 
a.            pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh melanggar prosedur mogok 
kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140;  
b.           pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh melanggar ketentuan 
normatif yang ditentukan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, 
perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
  
BAB XII 
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 
  
Pasal 150 
Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang ini meliputi 
pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, 
milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta 
maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai 
pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam 
bentuk lain.  
  
Pasal 151 
(1)         Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan 
segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. 
(2)         Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak 
dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh 
pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila 
pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat 
buruh. 
(3)         Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak 
menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja 
dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial. 
  
Pasal 152 
(1)         Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada 
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi 
dasarnya.  
(2)         Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima oleh 
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila telah dirundingkan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2).  
(3)         Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat diberikan oleh 
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika ternyata maksud untuk 
memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan, tetapi perundingan tersebut tidak 
menghasilkan kesepakatan.  
Pasal 153 
(1)            Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan : 
a.            pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan 
dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-
menerus; 
b.           pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi 
kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 
c.            pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;  
d.            pekerja/buruh menikah;  
e.            pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau 
menyusui bayinya; 
f.             pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan 
pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam 
perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama; 
g.            pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat 
pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat 
pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas 
kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; 
h.            pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai 
perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan; 
i.              karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, 
jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan; 
j.              pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau 
sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang 
jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. 
(2)         Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali 
pekerja/buruh yang bersangkutan. 
  
Pasal 154 
Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal : 
a.             pekerja/buruh masih dalam masa percobaan kerja, bilamana telah 
dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya;  
b.            pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis atas 
kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha, 
berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu 
untuk pertama kali;  
c.             pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau 
peraturan perundang-undangan; atau 
d.             pekerja/buruh meninggal dunia. 
  
Pasal 155 
(1)         Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
151 ayat (3) batal demi hukum.  
(2)         Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum 
ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala 
kewajibannya. 
(3)         Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang 
sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar 
upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh. 
  
Pasal 156 
(1)         Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar 
uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak 
yang seharusnya diterima.  
(2)         Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
sebagai berikut :  
a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah; 
b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) 
bulan upah; 
c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) 
bulan upah; 
d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 
(empat) bulan upah; 
e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 
(lima) bulan upah;  
f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 
(enam) bulan upah;  
g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 
(tujuh) bulan upah. 
h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 
(delapan) bulan upah; 
i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah. 
(3)        Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan sebagai berikut : 
a.            masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) 
bulan upah; 
b.            masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 
(tiga) bulan upah; 
c.            masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (duabelas) 
tahun, 4 (empat) bulan upah; 
d.            masa kerja 12 (duabelas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) 
tahun, 5 (lima) bulan upah; 
e.            masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan 
belas) tahun, 6 (enam) bulan upah; 
f.             masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 
(duapuluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah; 
g.            masa kerja 21 (duapuluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 
(duapuluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah; 
h.            masa kerja 24 (duapuluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan upah. 
(4)         Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi : 
a.            cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; 
b.            biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat 
dimana pekerja/buruh diterima bekerja; 
c.             penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% 
(limabelas perseratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa 
kerja bagi yang memenuhi syarat;  
d.            hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan 
atau perjanjian kerja bersama. 
(5)         Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan masa kerja, 
dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat 
(4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 
  
Pasal 157 
(1)         Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang 
penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang 
tertunda, terdiri atas : 
a.            upah pokok; 
b.           segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada 
pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang 
diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus 
dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih 
antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh. 
(2)        Dalam hal penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian, 
maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 kali penghasilan sehari.  
(3)        Dalam hal upah pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil, 
potongan/borongan atau komisi, maka penghasilan sehari adalah sama dengan 
pendapatan rata-rata per hari selama 12 (dua belas) bulan terakhir, dengan 
ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum provinsi atau 
kabupaten/kota.  
(4)        Dalam hal pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca dan upahnya didasarkan pada 
upah borongan, maka perhitungan upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 (dua 
belas) bulan terakhir. 
  
Pasal 158 
(1)         Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan 
alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut :  
a.            melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang 
milik perusahaan; 
b.           memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan 
perusahaan; 
c.            mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan atau 
mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan 
kerja; 
d.            melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja; 
e.            menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja 
atau pengusaha di lingkungan kerja; 
f.             membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;  
g.            dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan 
bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi 
perusahaan;  
h.            dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha 
dalam keadaan bahaya di tempat kerja;  
i.              membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya 
dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau 
j.              melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana 
penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 
(2)        Kesalahan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti 
sebagai berikut : 
a.           pekerja/buruh tertangkap tangan;  
b.           ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan; atau 
c.            bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di 
perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) 
orang saksi. 
(3)         Pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh uang penggantian hak sebagai dimaksud 
dalam Pasal 156 ayat (4). 
(4)        Bagi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tugas dan fungsinya 
tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, diberikan uang pisah yang 
besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, 
atau perjanjian kerja bersama. 
Pasal 159 
Apabila pekerja/buruh tidak menerima pemutusan hubungan kerja sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), pekerja/buruh yang bersangkutan dapat mengajukan 
gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 
  
Pasal 160 
(1)         Dalam hal pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan 
tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, maka pengusaha tidak wajib 
membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja/buruh 
yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut : 
a.            untuk 1 (satu) orang tanggungan: 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah; 
b.            untuk 2 (dua)orang tanggungan: 35% (tiga puluh lima perseratus) dari upah; 
c.             untuk 3 (tiga) orang tanggungan: 45% (empat puluh lima perseratus) dari 
upah; 
d.            untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih: 50% (lima puluh perseratus) 
dari upah. 
(2)         Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk paling lama 6 
(enam) bulan takwin terhitung sejak hari pertama pekerja/buruh ditahan oleh pihak 
yang berwajib.  
(3)         Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh 
yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana 
mestinya karena dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  
(4)         Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan tidak 
bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh kembali.  
(5)         Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan 
berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat melakukan 
pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.  
(6)         Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) 
dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 
(7)         Pengusaha wajib membayar kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan 
hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), uang 
penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang 
penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4). 
  
  
Pasal 161 
(1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha 
dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang 
bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-
turut. 
(2)  Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berlaku untuk 
paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, 
peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.  
(3)  Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) 
kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali 
ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 
ayat (4).  
  
Pasal 162 
(1) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang 
penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). 
(2) Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan 
fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima 
uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah 
yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan 
perusahaan atau perjanjian kerja bersama. 
(3) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memenuhi syarat : 
a. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;  
b. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan  
c. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.  
(4)         Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri 
dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.  
  
Pasal 163 
(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh 
dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan 
kepemilikan perusahaan dan pekerja/ buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan 
kerja, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai 
ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang perhargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan 
Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat 
(4). 
(2) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh 
karena perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha 
tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh 
berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang 
penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang 
penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4). 
  
Pasal 164 
(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh 
karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara 
terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), dengan 
ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan 
Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan 
Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). 
(2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan 
laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.  
(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh 
karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-
turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan 
melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon 
sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 
sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai 
sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).  
  
Pasal 165 
Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena 
perusahaan pailit, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 
(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) 
kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 
ayat (4).  
  
Pasal 166 
Dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia, kepada ahli 
warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 
(dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang 
penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak 
sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). 
  
Pasal 167 
(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh 
karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan 
pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, 
maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan 
Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 
(3), tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 
(4). 
(2)        Dalam hal besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima sekaligus dalam 
program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata lebih kecil daripada 
jumlah uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang 
penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang 
penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), maka selisihnya dibayar oleh 
pengusaha. 
(3)        Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun 
yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang 
diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya 
dibayar oleh pengusaha.  
(4)         Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diatur 
lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 
(5)         Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami 
pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka 
pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) 
kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali 
ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 
ayat (4). 
(6) Hak atas manfaat pensiun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat 
(3), dan ayat (4) tidak menghilangkan hak pekerja/buruh atas jaminan hari tua yang 
bersifat wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Pasal 168 
 
(1)         Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut 
tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah 
dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus 
hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.  
(2)         Keterangan tertulis dengan bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus diserahkan paling lambat pada hari pertama pekerja/buruh masuk bekerja.  
(3)         Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pekerja/buruh 
yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 
156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur 
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 
  
 
Pasal 169 
 
(1)         Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada 
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha 
melakukan perbuatan sebagai berikut : 
a. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh; 
b.            membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan 
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 
c.             tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) 
bulan berturut-turut atau lebih; 
d.             tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh; 
e. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang 
diperjanjikan; atau 
f.             memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, 
dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan 
pada perjanjian kerja. 
(2) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 
ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), 
dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). 
(3)         Dalam hal pengusaha dinyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial 
maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan 
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pekerja/buruh yang 
bersangkutan tidak berhak atas uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 
dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3). 
  
 
Pasal 170 
 
Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) 
dan Pasal 168, kecuali Pasal 159, Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169 batal demi 
hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta 
membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima.  
  
 
Pasal 171 
 
Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 159, Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan 
tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat 
mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam 
waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya. 
  
 
Pasal 172 
 
Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan 
kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) 
bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) 
kali ketentuan Pasal 159 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan 
Pasal 159 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 159 ayat (4). 
  
BAB XIII 
 
PEMBINAAN 
  
Pasal 173 
 
(1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang 
berhubungan dengan ketenagakerjaan.  
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan 
organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan organisasi profesi terkait.  
(3)         Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dilaksanakan secara 
terpadu dan terkoordinasi.  
  
 
Pasal 174 
 
Dalam rangka pembinaan ketenagakerjaan, pemerintah, organisasi pengusaha, serikat 
pekerja/serikat buruh dan organisasi profesi terkait dapat melakukan kerja sama 
internasional di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.  
 
  
Pasal 175 
 
(1) Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang telah 
berjasa dalam pembinaan ketenagakerjaan.  
(2)         Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk 
piagam, uang, dan/atau bentuk lainnya.  
  
 
BAB XIV 
PENGAWASAN 
  
Pasal 176 
Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang 
mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan ketenagakerjaan.  
  
Pasal 177 
Pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ditetapkan 
oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 
  
Pasal 178 
(1)        Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi 
yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada 
pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.  
(2)         Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Keputusan Presiden.  
  
Pasal 179 
(1)         Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 
pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota wajib menyampaikan 
laporan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan kepada Menteri.  
(2)         Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan Menteri.  
  
Pasal 180 
 Ketentuan mengenai persyaratan penunjukan, hak dan kewajiban, serta wewenang 
pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
  
 
Pasal 181 
Pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 176 wajib : 
a. merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan; 
b. tidak menyalahgunakan kewenangannya. 
  
BAB XV 
 
PENYIDIKAN 
  
Pasal 182 
 
(1)         Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pegawai 
pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik 
pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
(2)         Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang : 
a.            melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang 
tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;  
b.            melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak 
pidana di bidang ketenagakerjaan;  
c.            meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;  
d.            melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam 
perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;  
e.            melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak 
pidana di bidang ketenagakerjaan;  
f.              meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; dan  
g.            menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang 
membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. 
(3) Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
 
BAB XVI 
KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF 
Bagian Pertama 
Ketentuan Pidana 
  
Pasal 183 
(1)         Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, 
dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 
(lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 
dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
(2)         Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana 
kejahatan.  
  
Pasal 184 
(1)         Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat 
(5), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 
(lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) 
dan paling banyak Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah). 
(2)         Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana 
kejahatan.  
  
Pasal 185 
(1)         Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) 
dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 
139, Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara 
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling 
sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).  
(2)         Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana 
kejahatan.  
  
Pasal 186 
 
(1)         Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) 
dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1), dikenakan sanksi 
pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun 
dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).  
(2)         Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana 
pelanggaran.  
  
Pasal 187 
 
(1)         Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), 
Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, 
Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144, 
dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 
(dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta 
rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
(2)         Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana 
pelanggaran.  
  
Pasal 188 
 
(1)         Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), 
Pasal 38 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 111 
ayat (3), Pasal 114, dan Pasal 148, dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit 
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah).  
(2)         Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana 
pelanggaran.  
  
Pasal 189 
 
Sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban 
pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja atau 
pekerja/buruh. 
  
Bagian Kedua 
Sanksi Administratif 
  
Pasal 190 
(1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas 
pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 
15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 
87, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
undang ini serta peraturan pelaksanaannya.  
(2)        Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : 
a.              teguran;  
b.              peringatan tertulis; 
c.              pembatasan kegiatan usaha; 
d.              pembekuan kegiatan usaha; 
e.              pembatalan persetujuan; 
f.                pembatalan pendaftaran; 
g.              penghentian sementara sebahagian atau seluruh alat produksi; 
h.              pencabutan ijin.  
(3)         Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.  
  
BAB XVII 
KETENTUAN PERALIHAN 
  
Pasal 191 
Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan tetap berlaku sepanjang 
tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan 
Undang-undang ini.  
  
BAB XVIII 
KETENTUAN PENUTUP 
  
Pasal 192 
(1) Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka :  
1.            Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan 
Di Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8); 
2.            Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pembatasan Kerja 
Anak Dan Kerja Malam Bagi Wanita (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 647); 
3.            Ordonansi Tahun 1926 Peraturan mengenai Kerja Anak-anak Dan Orang 
Muda Di Atas Kapal (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 87); 
4.            Ordonansi tanggal 4 Mei 1936 tentang Ordonansi untuk Mengatur Kegiatan-
kegiatan Mencari Calon Pekerja (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 208); 
5.            Ordonansi tentang Pemulangan Buruh Yang Diterima Atau Dikerahkan Dari 
Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 545); 
6.            Ordonansi Nomor 9 Tahun 1949 tentang Pembatasan Kerja Anak-anak 
(Staatsblad Tahun 1949 Nomor 8); 
(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-
undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh 
Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 2); 
(3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan Antara 
Serikat Buruh Dan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 598a); 
(4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing 
(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8 ); 
(5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (Lembaran 
Negara Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2270); 
(6) Undang-undang Nomor 7 Pnps Tahun 1963 tentang Pencegahan Pemogokan 
dan/atau Penutupan (Lock Out) Di Perusahaan, Jawatan, dan Badan Yang Vital 
(Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 67); 
(7) Undang-undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2912); 
(8) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran 
Negara Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702); 
(9) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-
undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 1998 
Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3791); 
(10) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-
undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Menjadi Undang-undang 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4042). 
dinyatakan tidak berlaku lagi.  
  
Pasal 193 
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.  
  
Disahkan Di Jakarta 
Pada Tanggal 25 Maret 2003 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI 
  
Diundangkan Di Jakarta 
Pada Tanggal 25 Maret 2003 
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 
 
BAMBANG KESOWO 
  
  
 
 
 
 
MENTERI 
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 
REPUBLIK INDONESIA 
 
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 
REPUBLIK INDONESIA 
 
NOMOR 19 TAHUN 2012 
 
TENTANG 
 
SYARAT-SYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN  
KEPADA PERUSAHAAN LAIN   
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pemborongan pekerjaan dan 
penyediaan jasa pekerja/buruh diarahkan untuk 
menciptakan iklim hubungan industrial yang harmonis, 
dinamis dan berkeadilan; 
 
b. bahwa ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor                       
KEP.101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan 
Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan 
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Nomor KEP.220/MEN/X/2004 tentang  Syarat-Syarat 
Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada 
Perusahaan Lain, sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan 
penyempurnaan; 
 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan 
Peraturan Menteri tentang Syarat-Syarat Penyerahan 
Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan  Kepada Perusahaan 
Lain; 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang 
Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan 
Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik 
Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4); 
 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279); 
http://aswinsh.wordpress.com/
  2 
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4356); 
 
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan  : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN 
TRANSMIGRASI TENTANG SYARAT-SYARAT PENYERAHAN 
SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA  
PERUSAHAAN  LAIN. 
 
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
 
Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :  
 
1. Perusahaan pemberi pekerjaan adalah perusahaan yang menyerahkan 
sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan penerima 
pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.  
 
2. Perusahaan penerima pemborongan adalah perusahaan yang berbentuk 
badan hukum yang memenuhi syarat untuk menerima pelaksanaan 
sebagian pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan.  
 
3. Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh adalah perusahaan yang 
berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang memenuhi syarat 
untuk melaksanakan kegiatan jasa penunjang perusahaan pemberi 
pekerjaan.  
 
4. Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah perjanjian antara perusahaan 
pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pemborongan yang 
memuat hak dan kewajiban para pihak.  
 
5. Perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh adalah perjanjian antara 
perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh yang memuat hak dan kewajiban para pihak. 
 
6. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan 
penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh 
yang menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.  
 
7. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara perusahaan penerima 
pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan 
pekerja/buruh di perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan 
penyedia jasa pekerja/buruh yang memuat hak dan kewajiban masing-
masing pihak.  
 
8. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan. 
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Pasal 2 
 
Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dapat 
dilakukan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian 
penyediaan jasa pekerja/buruh.  
 
 
BAB II 
PEMBORONGAN PEKERJAAN 
   
Bagian Kesatu 
Persyaratan Pemborongan Pekerjaan 
 
Pasal 3 
 
(1) Perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan 
pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan. 
 
(2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penerima 
pemborongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi 
syarat sebagai berikut:  
 
a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen 
maupun  kegiatan pelaksanaan pekerjaan; 
 
b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi 
pekerjaan, dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang cara 
melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan 
oleh perusahaan pemberi pekerjaan;  
 
c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, 
artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan 
memperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan alur 
kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi 
sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan; 
dan  
 
d. tidak menghambat proses produksi secara langsung, artinya kegiatan 
tersebut merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan 
oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan 
tetap berjalan sebagaimana mestinya. 
 
Pasal 4 
 
(1) Asosiasi sektor usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) 
huruf c harus membuat alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan 
sesuai sektor usaha masing-masing. 
 
(2) Alur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan proses 
pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai akhir serta memuat kegiatan 
utama dan kegiatan penunjang dengan memperhatikan persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). 
 
(3) Alur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai dasar 
bagi perusahaan pemberi pekerjaan dalam penyerahan sebagian 
pelaksanaan pekerjaan melalui pemborongan pekerjaan.  
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Pasal 5 
 
Jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan kepada perusahaan 
penerima pemborongan harus dilaporkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan 
kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 
kabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan. 
 
Pasal 6 
 
Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengeluarkan bukti pelaporan jenis 
pekerjaan penunjang yang akan diserahkan melalui pemborongan pekerjaan 
paling lambat 1 (satu) minggu sejak pelaporan dilaksanakan oleh perusahaan 
pemberi pekerjaan. 
 
Pasal 7 
 
(1) Perusahaan pemberi pekerjaan dilarang menyerahkan sebagian 
pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan 
apabila belum memiliki bukti pelaporan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6. 
 
(2) Apabila perusahaan pemberi pekerjaan menyerahkan sebagian 
pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan 
sebelum memiliki bukti pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 
maka hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan 
penerima pemborongan beralih kepada perusahaan pemberi pekerjaan.   
 
Pasal 8 
 
Perusahaan pemberi pekerjaan harus melaporkan secara tertulis setiap 
perubahan jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan melalui 
pemborongan pekerjaan, kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaan 
dilaksanakan dengan tetap memperhatikan proses sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5.  
 
 
Bagian Kedua 
Perjanjian Pemborongan Pekerjaan 
 
Pasal 9 
 
(1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan 
pekerjaan secara tertulis.  
 
(2) Perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sekurang-kurangnya harus memuat:  
 
a. hak dan kewajiban masing-masing pihak; 
 
b. menjamin terpenuhinya perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja 
bagi pekerja/buruh sesuai peraturan perundang-undangan; dan 
 
c. memiliki tenaga kerja yang mempunyai kompetensi  di bidangnya. 
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Pasal 10 
 
(1) Perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
harus didaftarkan oleh perusahaan penerima pemborongan kepada 
instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan 
kabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan. 
 
(2) Pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan setelah perjanjian tersebut ditandatangani oleh 
perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima 
pemborongan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pekerjaan 
dilaksanakan.  
 
Pasal 11 
 
Dalam hal perjanjian pemborongan pekerjaan telah memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, maka instansi yang 
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat 
pekerjaan dilaksanakan menerbitkan bukti pendaftaran paling lambat 5 (lima) 
hari kerja sejak berkas permohonan pendaftaran perjanjian diterima.  
 
 
Bagian Ketiga 
Persyaratan Perusahaan Penerima Pemborongan 
 
Pasal 12 
 
Perusahaan penerima pemborongan harus memenuhi persyaratan:  
 
a. berbentuk badan hukum; 
 
b. memiliki tanda daftar perusahaan; 
 
c. memiliki izin usaha; dan 
 
d. memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan. 
 
 
Bagian Keempat 
Perjanjian Kerja Pemborongan Pekerjaan 
 
Pasal 13 
 
Setiap perjanjian kerja dalam pemborongan pekerjaan wajib memuat 
ketentuan yang menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh dalam 
hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.  
 
Pasal 14 
 
Perjanjian kerja dalam pemborongan pekerjaan mengatur tentang hubungan 
kerja antara perusahaan penerima pemborongan dengan pekerja/buruhnya 
yang dibuat secara tertulis.  
 
Pasal 15 
 
Hubungan kerja antara perusahaan penerima pemborongan dengan 
pekerja/buruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat didasarkan 
atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.  
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Pasal 16 
 
Pelaporan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 
pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 tidak dikenakan biaya.  
 
 
BAB III 
PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH 
 
Bagian Kesatu 
Persyaratan Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh 
 
Pasal 17 
 
(1) Perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan 
pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh melalui 
perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.  
 
(2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan 
kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan 
proses produksi.  
 
(3) Kegiatan jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 
 
a. usaha pelayanan kebersihan (cleaning service); 
 
b. usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering); 
 
c. usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan); 
 
d. usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan; dan 
 
e. usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh. 
 
Pasal 18 
 
Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dilarang menyerahkan pelaksanaan 
sebagian atau seluruh pekerjaan yang diperjanjikan kepada perusahaan 
penyedia jasa pekerja/buruh lain. 
  
 
Bagian Kedua 
Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh 
 
Pasal 19 
 
Perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
17 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:  
 
a. jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja/buruh dari perusahaan 
penyedia jasa pekerja/buruh; 
 
b. penegasan bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh bersedia 
menerima pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh 
sebelumnya untuk jenis pekerjaan yang terus menerus ada di perusahaan 
pemberi pekerjaan dalam hal terjadi penggantian perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh; dan 
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c. hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan 
pekerja/buruh yang dipekerjakannya berdasarkan perjanjian kerja waktu 
tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. 
 
Pasal 20 
 
(1) Perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh antara perusahaan pemberi 
pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh harus 
didaftarkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan.  
 
(2) Pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja 
sejak ditandatangani dengan melampirkan:  
 
a. izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang masih 
berlaku; dan  
 
b. draft perjanjian kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh 
dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya.   
 
(3) Pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.  
 
Pasal 21 
 
(1) Dalam hal perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh telah memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, maka 
instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 
kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan menerbitkan bukti 
pendaftaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan 
pendaftaran perjanjian diterima. 
 
(2) Dalam hal perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh tidak sesuai dengan 
ketentuan sebagaimana pada ayat (1), maka pejabat yang bertanggung 
jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dapat menolak 
permohonan pendaftaran dengan memberi  alasan penolakan.  
 
Pasal 22 
 
Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak dapat melakukan operasional 
pekerjaannya sebelum mendapatkan bukti pendaftaran perjanjian penyediaan 
jasa pekerja/buruh dari instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan.  
 
Pasal 23 
 
(1) Dalam hal perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh tidak didaftarkan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh tetap melaksanakan pekerjaan, maka instansi yang 
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi mencabut izin 
operasional berdasarkan rekomendasi dari instansi yang bertanggung 
jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.  
 
(2) Dalam hal izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh 
dicabut, pemenuhan hak-hak pekerja/buruh tetap menjadi tanggung 
jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang bersangkutan.  
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Bagian Ketiga 
Persyaratan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh 
 
Pasal 24 
 
Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh harus memenuhi persyaratan:  
 
a. berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan; 
 
b. memiliki tanda daftar perusahaan; 
 
c. memiliki izin usaha; 
 
d. memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;  
 
e. memiliki izin operasional; 
 
f. mempunyai kantor dan alamat tetap; dan 
 
g. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan. 
 
Pasal 25 
 
(1) Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e diajukan 
permohonannya oleh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh kepada 
instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi 
tempat pelaksanaan pekerjaan, dengan melampirkan:  
 
a. copy anggaran dasar yang didalamnya memuat kegiatan usaha 
penyediaan jasa pekerja/buruh; 
 
b. copy pengesahan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas (PT); 
 
c. copy surat ijin usaha penyediaan jasa pekerja/buruh; 
 
d. copy tanda daftar perusahaan;  
 
e. copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan; 
 
f. copy pernyataan kepemilikan kantor atau bukti penyewaan kantor 
yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan; dan 
g. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan. 
 
(2) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan izin operasional 
terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan dalam waktu 
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima. 
 
(3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh 
kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.  
 
Pasal 26 
 
(1) Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlaku untuk 
jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 
yang sama.  
 
(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan 
berdasarkan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dan 
hasil evaluasi kinerja perusahaan yang dilakukan oleh instansi yang 
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.  
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(3) Berdasarkan hasil evaluasi kinerja perusahaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 
provinsi menyetujui atau menolak.  
 
 
Bagian Keempat 
Perjanjian Kerja Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh 
 
Pasal 27 
 
(1) Setiap perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh wajib membuat 
perjanjian kerja secara tertulis dengan pekerja/buruh.  
 
(2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatatkan 
kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 
kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan.  
 
(3) Dalam hal perjanjian kerja tidak dicatatkan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), maka instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan provinsi mencabut izin operasional berdasarkan 
rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan kabupaten/kota.  
 
(4) Pencatatan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
dikenakan biaya.  
 
Pasal 28 
 
Setiap perjanjian kerja penyediaan jasa pekerja/buruh wajib memuat 
ketentuan yang menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh dalam 
hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.  
 
Pasal 29 
 
(1) Hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan 
pekerja/buruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat 
didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian 
kerja waktu tertentu.  
 
(2) Dalam hal hubungan kerja didasarkan atas perjanjian kerja waktu 
tertentu yang objek kerjanya tetap ada sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), sekurang-kurangnya harus memuat:   
 
a. jaminan kelangsungan bekerja; 
 
b. jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan dan yang diperjanjikan; dan 
 
c. jaminan perhitungan masa kerja apabila terjadi pergantian 
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh untuk menetapkan upah. 
 
(3) Hak-hak pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
meliputi: 
 
a. hak atas cuti apabila telah memenuhi syarat masa kerja; 
 
b. hak atas jaminan sosial;  
 
c. hak atas tunjangan hari raya; 
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d. hak istirahat paling singkat 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu; 
 
e. hak menerima ganti rugi dalam hal hubungan kerja diakhiri oleh 
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebelum perjanjian kerja 
waktu tertentu berakhir bukan karena kesalahan pekerja;  
 
f. hak atas penyesuaian upah yang diperhitungkan dari akumulasi masa 
kerja yang telah dilalui; dan 
 
g. hak-hak lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan 
dan/atau perjanjian kerja sebelumnya.   
 
Pasal 30 
 
Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu tidak memuat ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, maka hubungan kerja 
antara perusahaan penyedia  jasa pekerja/buruh  dengan pekerja/buruh 
berubah menjadi hubungan kerja yang didasarkan atas perjanjian kerja waktu 
tidak tertentu sejak ditandatanganinya perjanjian kerja yang tidak memenuhi 
persyaratan.  
 
Pasal 31 
 
Dalam hal pekerja/buruh tidak memperoleh jaminan kelangsungan bekerja, 
maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan 
Hubungan Industrial.  
 
Pasal 32 
 
(1) Dalam hal perusahaan pemberi pekerjaan tidak melanjutkan perjanjian 
penyediaan jasa pekerja/buruh dan mengalihkan pekerjaan penyediaan 
jasa pekerja/buruh kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh 
yang baru, maka perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang baru, 
harus melanjutkan perjanjian kerja yang telah ada sebelumnya tanpa 
mengurangi ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja yang telah 
disepakati.  
 
(2) Dalam hal terjadi pengalihan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka 
masa kerja yang telah dilalui para pekerja/buruh pada perusahaan 
penyedia jasa pekerja/buruh yang lama harus tetap dianggap ada dan 
diperhitungkan oleh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang baru.  
 
 
BAB IV 
PENGAWASAN 
 
Pasal 33 
 
Pengawasan pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh Pengawas 
Ketenagakerjaan.  
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BAB V 
KETENTUAN PERALIHAN 
 
Pasal 34 
 
(1) Setiap perusahaan pemberi pekerjaan, perusahaan penerima 
pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh wajib 
menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling 
lama 12 (dua belas) bulan sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini. 
 
(2) Dalam hal perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau 
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh  tidak menyesuaikan dengan 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perusahaan 
penerima pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh tetap bertanggung jawab terhadap hak-hak 
pekerja/buruh sesuai perjanjian kerja. 
 
 
BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 
 
Pasal 35 
 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara 
Perijinan Penyediaan Jasa Pekerja/buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Nomor KEP.220/MEN/X/2004 tentang Syarat-syarat 
Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku.  
 
Pasal 36 
 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 14 November 2012 
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ttd. 
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